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Skripsi ini membahas masalah Penerapan Asas Sederhana, Cepat
dan Biaya Ringan Dalam Kasus Gugatan Class Action (Studi Kasus Pengadilan
Negeri Makassar). Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus-kasus yang
melibatkan orang banyak dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai
mekanisme gugatan class action. Sehingga perlu diketahui, bagaimana mekanisme
pengajuan dan pelaksanaan gugatan class action serta efektif atau tidaknya
gugatan tersebut.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis
menggunakan metodelogi yaitu: 1) Studi dokumen terhadap data yang ada di
Pengadilan Negeri Makassar, 2) Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri
Makassar, 3) Analisis data. Yaitu penulis menggunakan analisis data kualitatif,
yang mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Asas Sederhana,
Cepat Dan Biaya Ringan Pada Kasus Gugatan Class Action (studi kasus
Pengadilan Negeri Makassar) telah mampu mewujudkan asas sederhana, cepat
dan biaya ringan. Gugatan class action di Pengadilan Negeri Makassar itu
memiliki tata cara yang sama dengan pengajuan gugatan biasa dan sederhana.
Cepat dan lambatnya suatu perkara itu tergantung dari infrastruktur Pengadilan
tempat diajukannya gugatan serta jumlah orang dan wilayah yang menjadi objek
dalam gugatan tersebut. Gugatan class action terbukti mampu mewujudkan biaya
ringan dalam hal berperkara di Pengadilan
Implikasi Penelitian Sebagai Negara hukum sesuai dengan amanah
konstitusi seharusnya Negara menyediakan infrastruktur Pengadilan yang lengkap
dan berkualitas diseluruh wilayah Indonesia untuk menunjang pengadilan guna
mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
Kepada para pihak sebaiknya sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan
terlebih dahulu memahami dengan saksama mekanisme atau formulasi gugatan




A. Latar Belakang Masalah
Segala aspek kehidupan manusia dalam masyarakat baik dari hal yang
sekecil-kecilnya sampai pada hal yang sebesar-besarnya yang pada kenyataannya
selalu diatur oleh hukum, antara lain salah satunya ialah oleh hukum perdata. Hal ini
sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia
sebagai Negara hukum, dimana segala tindakan setiap warga negaranya dan aparat
pemerintahannya harus berdasarkan hukum.
Dengan demikian sebagai Negara hukum, Indonesia harus membuktikan
dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip-prinsip Negara hukum, menjamin
atau melindungi hak asasi penduduk dan peradilan bebas karena manusia memiliki
kepentingan yaitu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan dapat
dipenuhi sesuai yang diharapkan.
Sebagaimana diketahui, masyarakat merupakan kumpulan manusia yang
hidup bersama untuk waktu relative lama. Mereka memiliki kesadaran bahwa mereka
merupakan satu kesatuan yang terikat pada satu system kehidupan bersama dimana di
dalamnya terdapat berbagai kaidah yang  bertujuan untuk mengatur bagaimana
warganya bertingkah laku.1 Setiap warga Negara memiliki hak yang sama di hadapan
hukum dan ia pun berhak untuk membela haknya apabila ia merasa dirugikan oleh
pihak lain.
1Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Edisi II (Bogor, Ghalia Indonesia, 2008), h.238.
2Keinginan dari masyarakat dan para pencari keadilan menuntut agar
penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat
dan biaya ringan. Seiring dengan pesatnya laju pembangunan dewasa ini dengan
perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, maka
tuntutan penyelesaian perkara melalui proses berperkara yang cepat, sederhana dan
biaya ringan tersebut sangatlah dibutuhkan. Tujuan dari kedua belah pihak yang
berperkara di pengadilan negeri adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum yang
tetap (in kracht van gewijsde), yaitu putusan yang tidak mungkin dilawan dengan
upaya hukum verzet, banding, kasasi.2 Tujuan lainnya ialah untuk menyelesaikan
perkara akibat telah terjadinya perbenturan kepentingan keperdataan antara individu.
Hal ini menjadi dasar pemikiran diadakannya aturan gugatan perdata.
Secara umum model gugatan perdata ada dua macam yaitu gugatan yang
dilakukan di luar pengadilan dikenal dengan dengan sebutan nonlitigasi, sedangkan
gugatan yang dilakukan melalui peradilan dikenal dengan sebutan litigasi. Oleh
karena itu, gugatan perdata bisa menjadi dasar diselenggarakannya peradilan perdata.
Gugatan perdata atas pelanggaran hubungan perdata dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu :
1. Oleh orang yang bersangkutan atau ahli warisnya,
2. Sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama (class action).3
Gugatan kelompok yang dalam bahasa asing dikenal dengan istilah class
action itu juga telah diadopsi oleh beberapa kalangan di Negara Indonesia.
Masyarakat mulai melihat bahwa class action dapat digunakan sebagai salah satu
2Ridwan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung, Citra Aditya
Bakti, 2000), h.127.
3Gugatan class action, http://www.inclaw-hukum.com/index.php/hukum-perdata/hukum-
acara-perdata/139-gugatan-class-action. dikutip pada tanggal 29/9/2013.
3alternative hukum dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Sebuah
model advokasi baru di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir banyak kasus
yang diajukan ke pengadilan melalui gugatan class action.
Tentunya masih diingat ketika 15 orang warga yang mengatasnamakan
seluruh warga DKI Jakarta melakukan gugatan class action kepada presiden RI dan
Gubernur DKI Jakarta akibat banjir yang melanda Jakarta, gugatan class action yang
mengatasnamakan rakyat Indonesia atas kenaikan harga BBM.
Gugatan class action di Indonesia sudah dimulai pada 1987 dalam kasus RO
Tambunan melawan Bentoel Remaja, perusahaan iklan dan radio swasta niaga
prambors yang diajukan di PN Jakarta Pusat dan gugatan class action yang diajukan
oleh Mukhtar Pakpahan melawan gubernur DKI Jakarta pada tahun 1988 dalam kasus
demam berdarah. Namun karena belum ada peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai class action, kedua kasus tersebut ditolak hakim.4
Di Inggris, pengaturan class action pertama kali dikenal pada awal abad ke
18. “The Bill of Peace” yang memungkinkan banyak penggugat atau banyak tergugat
untuk menyelesaikan perkara dengan masalah yang sama dalam satu gugatan saja.
Baru kemudian pada 1873 dengan diundangkannya supreme court of judicatur act
1873 diakui penerapan gugatan class action yang kemudian diperbarui 1965 dalam
bentuk supreme court 1965.5 Berbeda dengan di Inggris,  Amerika Serikat Equity
Rule 48 merupakan kodifikasi pertama peraturan class action yang memungkinkan
digunakan acara gugatan perwakilan di Amerika Serikat pada 1842 dan diterapkan
4Emerson Yuntho, Class Action untuk Kasus Korupsi, di akses dari situs :
http://www.antikorupsi.org (30 januari 2007), h. 3 (5 Desember 2013).
5Susanti Adi Nugroho, Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain (Jakarta :
kencana, 2010), h.8.
4hanya terhadap perkara tertentu, ialah perkara yang melibatkan banyak orang, dapat
dilakukan melalui perwakilan dan tanpa dihadiri oleh pihak secara individu.
Penggunaan acara perwakilan ini seharusnya tidak akan merugikan hak-hak
dan tuntutan pihak pihak penggugat yang tidak hadir, tetapi Equaty Rule 48 maupun
dalam putusan-putusan pengadilan pada era tersebut, ternyata “putusan pengadilan
dalam perkara gugatan perwakilan kelompok tidak mengikat pihak-pihak yang tidak
hadir” (a class judgement had no binding effect upon absent parties).6 Pada 1912
dalam US Federal Equaty Rule 1912 menggantikan Equaty Rule 48 yang kemudian
diperbaharui lagi pada tahun 1966.
Peraturan hukum positif di Indonesia baru mengakui gugatan class action
setelah diberlakukannya UU RI No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Meski hal itu masih terbatas pada masalah-masalah lingkungan hidup, namun
keberadaan UU ini menjadi tonggak bagi pengakuan class action di Indonesia dalam
bidang lingkungan hidup.
Pada tahun 1999 eksistensi class action kembali diakui dengan
diundangkannya UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU RI
No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang
Kehutanan, UU RI No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, UU RI No.5
Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif, UU RI No.10 Tahun 1997 Tentang
Ketenagaan Nuklir dan PERMA RI No.2 Tahun 1999 Tentang Pengawasan Partai
Politik oleh Mahkamah Agung.7 Mengenai prosedur gugatan class action telah diatur
6Robert H. Klonoff, Class Action and other Multy-Party Litigation (penerbit St. Paul Minn
1999), h.10.
7Susanti Adi Nugroho, Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain (Jakarta :
kencana, 2010), h. 38-47.
5dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
(Class Action).
Diadopsinya ketentuan class action dalam UUPLH (Pengelolaan
Lingkungan Hidup) merupakan implikasi dari pembangunan berkelanjutan yang
menuai banyak kecaman akibat kerusakan lingkungan, pengaruh tidak langsung dari
laporan World Commission on Environment and Development (WCED) atau Komisi
Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan dalam Our Common Future,8
khususnya yang menyangkut tentang keburukan penggunaan lembaga dan cara baru
dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Senada seperti yang dikemukakan Efendi
Lotulung dalam suatu lokakarya, bahwa dimasukkannya lembaga class action dalam
UU RI No 23 tahun 1997 merupakan jawaban pemerintah atas dilakukannya gugatan
class action yang dilakukan oleh WALHI di berbagai pengadilan sejak 1988.9
Tampaknya pembentuk undang-undang memang berkehendak untuk mengadopsi
prinsip-prinsip class action dari negara common law system.
Dilihat dari beragamnya jenis gugatan class action yang pernah diajukan
diatas, dan karena hanya dalam beberapa undang-undang tertentu yang secara tegas
mengatur kemungkinan dilakukan gugatan class action, timbul pertanyaan apakah
perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh
8Istilah pembangunan berkelanjutan di Indonesia diatur dalam TAP MPR Nomor
IV/MPR/1999 tentang GBHN pada Bab IV huruf H angka 4. Pembangunan berkelanjutan juga tersirat
pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
Sedangkan dalam dunia Internasional, konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan melalui
World Commission on Environment and Development (WCED) tahun 1987 yang dikenal dengan
“laporan Brundtland” dengan Judul Our Common Future (masa depan kita bersama) mengemukakan
adanya keharusan setiap Negara untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (suistenable
development concept).
9Efendi  Lotulung dalam lokakarya mengenai class action (Kompas, 23 Maret 1998)
diakses (5 Desember 2013).
6pemerintah pusat maupun daerah, lembaga swasta, perusahaan atau badan hukum
lainnya yang melakukan pelanggaran di luar undang-undang yang disebutkan diatas
tadi dapat diajukan gugatan ganti rugi melalui gugatan class action. Hal ini
menimbulkan berbagai penafsiran dan perbedaan pendapat di antara para hakim,
maupun praktisi hukum karena landasan pengaturan gugatan class action di Indonesia
hanyalah PERMA RI No. 1 tahun 2002, sedangkan PERMA hanyalah mengatur tata
cara pengajuan gugatan class action, tanpa menyebutkan substansi atau jenis perkara
apa saja yang dapat diajukan melalui mekanisme gugatan class action.
Adanya PERMA RI Nomor 1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan
Perwakilan Kelompok tidak serta merta memberikan kepastian hukum dari gugatan
class action Dari berbagai kasus yang ada, sangat banyak gugatan class action yang
ditolak oleh hakim. Alasan penolakan tersebut sangat beragam, mulai dari tidak
jelasnya definisi kelompok yang mewakili, hingga sulitnya menentukan kesamaan
dasar hukum terkait jenis kerugian yang dialami oleh kelompok tersebut. Peradilan
secara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pandangan Islam. Setelah Islam
datang dan Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad Saw agar menyampaikan
risalah, maka Ia memerintahkan juga agar Nabi Muhammad SAW menyelesaikan
segala sengketa yang timbul.10
10Muhammad Salam Madzkur alih bahasa Imron AM, Peradilan dalam Islam (Surabaya : PT.
Bina Ilmu, 1990), h. 34.
7Allah SWT berfirman dalam QS. An Nisa/4: 65.
Terjemahnya :
“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan
kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka
tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” 11
Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian
yang menghalalkan yang haram atau mengharankan yang halal. Tidak ada halangan
bagimu untuk memeriksa dengan akalmu dan mempertimbangkan dengan
petunjukmu keputusan yang engkau telah putuskan pada hari ini agar engkau sampai
pada kebenaran, karena sesungguhnya kebenaran itu harus dilaksanakan, dan kembali
pada kebenaran itu lebih baik dari pada berkepanjangan dalam kebathilan. Pahamilah
,Pahamilah apa yang terasa ragu di dalam hatimu dari hal-hal yang tidak terdapat di
dalam Kitab dan Sunnah.
Kemudian ketahuilah hal-hal yang serupa dan semisal. Lalu kiaskanlah apa
yang paling mendekatkan kepada Allah SWT dan mendekati kebenaran. Jadikanlah
hak orang yang menuduh seolah-olah tiada atau jika berupa bukti berikanlah
tenggang waktu yang secukupnya, bila dia mendatangkan buktinya maka berikanlah
hak itu kepadanya. Akan tetapi bila dia tidak mendatangkan buktinya maka perkara
itu berarti engkau anggap hahal ; cara yang demikian ini bertujuan menghilangkan
keraguan dan menjelaskan kegelapan.
11Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung, CV Diponegoro, 2000), h.88
8Kaum muslimin itu sebanding sebagiannya dengan sebagian yang lain
kecuali, orang yang didera karena melanggar had atau orang yang dikenal kesaksian
palsunya atau orang yang dicurigai karena adanya hubungan erat atu nasab; karena
sesungguhnya Allah SWT mengurusi urusan batinmu dan membuktikan dengan
bukti-bukti dan sumpah-sumpah. Jauhilah olehmu kecemasan ketidaksabaran,
menyakiti lawan dan terombang ambing dalam permusuhan ; karena kebenaran yang
dilaksanakan pada tempatnya itu termasuk perbuatan yang dibesarkan oleh Allah
pahalanya dan diabaikan simpanannya. Barang siapa yang benar niatnya dan
menghadapi hawa nafsu maka urusannya yang ada antara dia sedang manusia akan
tercukupkan oleh Allah. Barang siapa yang berupa-pura kepada manusia dengan
perbuatan yang diketahui oleh Allah SWT dia sebenarnya tidak demikian, maka
Allah akan membukakan aibnya. Bagimana pendapatmu tentang balasan dari orang di
banding dengan kesegaran riski Allah SWT dan perbendaaharaan rahmatnya.12
Peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Islam dapat dilihat
secara jelas yakni dari proses penyelesaian perkaranya yang spontan dan tuntas. Hal
tersebut antara lain dapat kita lihat dari contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
dan para sahabatnya.
12As-Sayyid Saabiq Alih bahasa Mudzakir Aaz, Fikih Sunnah Jilid 14 (Bandung : Al-
Ma’arif, 1986), h. 36.
9Hadits diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :
Terjemah :
Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Chalid al Djahanni bahwasanya keduanya
berkata : Hai Rasulullah saya mendatangi Rasulullah SAW dan ia berkata :
Sesungguhnya anak laki-laki telah berbuat jahat kepada orang ini, dengan
menzinai isterinya dan bahwasanya saya di beri khamar bahwa saya terhadap
anak laki-laki saya hukum rajam. Maka saya telah membayar ganti rugi
kepadanya dengan seratus biri-biri dan seorang budak perempuan (Walidah),
maka Rasulullah SAW berkata maka saya akan sungguh-sungguh keputusan
diantara kamu berdua dengan kitab Allah SWT, budak perempuan dan biri-
biri itu kembalikan, dan terhadap anak laki-laki anda seratus kali dera dan
dibuang setahun : dan pergilah pagi-pagi kepadanya perempuan orang ini,
apabila ia mengakui maka rajamlah dia. Maka berkata ia mengakui dan oleh
karenanya Rasulullah SAW memerintahkan dan ia pun dirajam.13
1. Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab r.a bahwasanya ada seseorang
yang ditangkap karena ia kedapatan telah mencuri. Dalam kasus ini seorang
pencuri tersebut telah mencapai nisob. Dalam hal ini Umar bin Khatab r.a
langsung menyelesaikan perkara ini dengan mempertimbangkan kondisi
sosial pada masa itu tanpa harus motong tangan pencuri tersebut tetapi
melainkan hanya di ganti dengan memenjarakannya.
13Al-Bayan, Shahih Bukhari Muslim (Hadits yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan
Imam muslim)(Bandung , Jabal, cet. 1, 2008), h.306-307.
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2. Dalam perkara yang diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib r.a yakni mengenai
kasus tentang baju besi milik Ali bin Abi Thalib r.a. kasus ini intinya tentang
hilangnya baju besi milik Ali dari untanya. Kemudian ketika dalam perjalanan
Ali melihat bahwasannya baju besi miliknya berada ditangan orang Yahudi.
Dalam perkara tersebut Ali bin Ali Talib langsung menyelesaikan perkara
tersebut pada waktu itu juga. Walaupun pada akhirnya baju besi yang telah
ditemukan oleh Yahudi tersebut akhirnya dihibahkan oleh Ali kepada
Yahudi.14
Berpijak pada uraian diatas maka penulis mencoba mengakaji putusan hakim
dalam perkara yang ada kaitannya dengan gugatan kelompok (class action). Oleh
karena itu penulis merumuskan masalah secara konkrit agar pembahasannya teraarah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang
dibahas dalam skripsi ini adalah, Bagaimana Penerapan asas sederhana, cepat dan
biaya ringan dalam kasus gugatan class action di pengadilan ?
Selanjutnya pokok masalah tersebut, dijabarkan dalam sub masalah sebagai
berikut :
1. Apakah pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang digugat dengan class
action dapat mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan?
2. Apakah penggunaan gugatan class action dapat efektif dan efisien?
C. Hipotesis
1. Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang digugat dengan class action
dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
14Hudharabik alih bahasa oleh Muhammad Zuhri, Tarikh Al-Tasri’ (Sejarah Pembinaan
Hukum Islam), (Semarang : Darul Ihya, 1980), h. 23.
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2. Penggunaan gugatan class action dapat efektif dan efisien.
D. Kajian Pustaka
Susanti Adi Nugroho, Class Action Dan Perbandingannya Dengan
Negara Lain, buku ini menguraikan bagaimana gugatan secara class action diajukan,
persyaratannya dan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam
penerapannya karena system hukum continental (civil law system) yang dianut di
Indonesia pada hakikatnya tidak mengenal gugatan class action. Namun karena
banyaknya gugatan class action yang diajukan dan karena tidak adanya pedoman,
selain daripada PERMA RI No.1 Tahun 2002, maka dikhawatirkan putusan hakim
akan berbeda-beda sehingga menimbulkan ketidakpastian.
Disamping menerangkan mekanisme penerapannya di Indonesia, juga
dikaitkan dengan penerapan acara perdata yang berlaku, untuk menghindari
terjadinya benturan acara, juga diperbandingkan dengan penerapan di Negara-negara
dengan common law system, Negara asal gugatan class action untuk memberi
wawasan yang lebih luas.
Seiring dengan berkembangnya gugatan class action di Indonesia, maka
area ini akan semakin kompetitif dan agresif. Namun bagaimanapun kita harus ingat,
janganlah sarana gugatan class action ini disalahgunakan untuk kepentingan pihak
tertentu dengan mengorbankan kepentingan orang banyak.
Hari Purwadi, Gugatan Kelompok (Class Actions) Di Indonesia
“Transplantasi Dari Tradisi Common Law Ke Suprasystem Budaya Masyarakat
Indonesia”, buku ini menjelaskan terjadinya transplantasi hukum di Indonesia.
Transplantasi hukum dalam hal ini adalah perpindahan suatu aturan atau system
hukum dari suatu Negara ke Negara lain, atau dari suatu bangsa ke bangsa lain.
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Secara spesiifik, buku ini hendak menganalisis di transfer atau diadopsinya prosedur
gugatan class action kedalam tata hukum masyarakat Indonesia.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata. Buku ini berisikan penjelasan
yang luas tentang tata cara beracara di pengadilan perdata yaitu sebelum, pada saat,
dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 14 bab besar. Bab pertama
membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis dan bentuknya. Bab dua
sampai bab empat mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan
kelompok (class action). Bab lima tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim.
Bab enam tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulukannya. Bab
tujuh tentang putusan akta perdamaian dikaitkan dengan akta mediasi. Bab delapan
tentang penyitaan meliputi sita atas kapal laut dan kapal terbang. Bab Sembilan
tentang proses acara verstek. Bab sepuluh tentang eksepsi dan bantahan. Bab sebelas
tentang gugatan rekonvensi. Bab dua belas tentang pembuktian. Bab tiga belas
tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dan terakhir bab empat belas tentang
putusan pengadilan.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, buku ini
menerangkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana
caranya menjamin ditegakkannya hukum perdata materiil. Untuk dapat mencapai
tujuan dari hukum acara perdata pada umumnya peraturan-peraturan hukum acara
perdata itu bersifat memaksa karena dianggap menyelenggarakan kepentingan umum,
sehingga peraturan hukum acara perdata ini tidak bisa dikesampingkan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan serta merta harus tunduk dan mentaatinya.
Penelitian sebelumnya menjelaskan terkait dengan sejarah masuknya class
action di Indonesia sejarah dan perkembangannya, transplantasi hukum dari system
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common law ke suprasystem budaya masyarakat Indonesia serta prosedur pengajuan
gugatan perdata di Pengadilan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis
dalam hal ini menitikberatkan pada bagaimana gugatan class action itu mampu
mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan karena selama ini orang-orang
tidak mau berperkara ke pengadilan lantaran proses dan mahalnya biaya perkara yang
harus dikeluarkan. Oleh karena itu penulis mengambil judul ini untuk memberikan
penjelasan terkait keselarasan antara asas sederhana, cepat dan biaya, ringan dengan
gugatan class action tentunya dalam proses pengajuannya pun memiliki syarat
khusus. Serta efektif dan efisiennya gugatan class action dalam mengakomodir semua
kepentingan para pihak yang berperkara.
E. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Skripsi ini berjudul Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Dalam Kasus Gugatan Class Action (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan
adalah perbuatan menerapkan.
1. Penerapan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah suatu perbuatan
mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan
tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok
atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.15
2. Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar sesuatu yang menjadi
tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita.16
3. Sederhana artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan17
15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta :
Balai Pustaka, 1990), h. 935.
16Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h. 36.
17Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1008.
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4. Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat ; segera,
tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).18
5. Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk biaya perkara
Sedangkan ringan artinya pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus
dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di
depan pengadilan.19
6. Gugatan Perwakilan Kelompok (gugatan Class Action) adalah suatu tata
cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili
kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan
sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki
kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota
kelompok dimaksud. Sementara itu yang dimaksud dengan Wakil kelompok
adalah satu orang  atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan
gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak
jumlahnya.20
Fokus penelitian yaitu seluruh putusan Pengadilan Negeri Makassar
berkaitan dengan gugatan Class Action.
18Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 792.
19Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 113.
20Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Cet. I (Liberty,Yogyakarta,
1993), h.38.
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara
singkat, adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri pada kasus
yang digugat dengan class action dapat mewujudkan asas cepat, sederhana
dan biaya ringan.
2. Untuk mengetahui pengajuan gugatan class action dapat efektif dan
efisien.
Selanjutnya, penulisan skrispsi ini juga diharapkan berguna untuk :
a. Manfaat secara teoritis
Secara teoristis pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah
dirumuskan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menimbulkan pemahaman
dan pandangan baru tentang Implementasi Gugatan Class Action dalam dunia
peradilan guna mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu juga
untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis
khususnya dalam dunia hukum perdata khususnya tentang masalah acara perdata dan
gugatan class action. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi
penelitian-penelitian berikutnya, serta dapat membantu memberikan pengetahuan
dalam ilmu hukum bagi masayarakat, baik yang mengerti hukum maupun yang sama
sekali tidak mengerti hukum.
b. Manfaat secara praktis
Secara praktis pembahasan terhadap masalah implementasi gugatan class
action dalam literature peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan
pengajuan gugatan kelompok, untuk mengurangi beban biaya perkara di pengadilan,
16
bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam
undang-undang, juga sebagai bahan para akademisi dalam menambah wawasan dan
pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
Selain dari itu, manfaat lain yang dapat kita petik dari skrispsi ini adalah
mengetahui secara konkrit terkait proses pelaksanaan putusan gugatan class action
guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kegunaan






A.    Pengertian Gugatan Class Action 
Pengertian judul dikemukakan dengan maksud agar pemahaman 
pembaca terhadap judul atau topic penelitian ini tidak menjadi obscuur (kabur) 
sekaligus memberikan prediksi terhadap objek yang akan di teliti. Adapun 
judulnya yaitu Penerapan Asas, Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam 
Kasus Gugatan Class Action (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar). 
Dengan demikian, pengertian judulnya sebagai berikut : 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah 
perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, 
penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal 
lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan 




Gugatan diartikan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan 
ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
2
 
Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan 




 Darwan Prinst, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan 
                                                          
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Balai Pustaka, 
Jakarta, 2001), h. 1180. 
2
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 373. 
3
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Cetakan I 
Liberty,Yogyakarta 1993), h.38. 
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terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh 
pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.
4
 
Class Action berasal dari bahasa Inggris, yakni gabungan dari kata class 
dan action. Pengertian class adalah sekelompok orang, benda, kualitas atau 
kegiatan yang mempunyai kesamaan sifat atau ciri, sedangkan pengertian action 
dalam dunia hukum adalah tuntutan yang diajukan ke pengadilan. Class action 
digambarkan sebagai suatu pengertian dimana sekelompok besar orang yang 
berkepentingan dalam suatu perkara, satu atau lebih dari mereka dapat menuntut 
atau dituntut mewakili kelompok besar orang tersebut tanpa harus menyebutkan 
satu per satu anggota kelompok yang diwakili.
5
 
Kasus diartikan keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, 




Dalam pasal 1 huruf a PERMA No. 1 Tahun 2002, gugatan perwakilan 
kelompok (class action) didefinisikan sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, 
dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk 
dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya 
banyak, memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil 
kelompok dan anggota kelompoknya
7
. 
Di Kanada dalam Ontario Law Reform Commission menjelaskan 
pengertian “berkepentingan” dalam suatu perkara ialah “berkepentingan secara 
                                                          
4
Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata (Citra Aditya 
Bakti Bandung, 1996), h.8. 
5
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (West Publishing Co., St.Paul 
Minnesota, tahun 1991), h. 170. 
6
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Balai Pustaka, 
Jakarta, 2001), h.513. 
7
Rumusan diatas, dalam tulisan penulis ini sering kali mengacaukan penggunaannya 
dalam istilah berbeda seperti “gugatan perwakilan kelompok” atau disingkat GPK yang dipakai 
sebagai terjemahan resmi di Indonesia atau juga sering menyebut sebagai gugatan class action. 
Keduanya memiliki arti dan makna yang sama. 
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langsung, baik berkepentingan secara hukum maupun untuk suatu manfaat atau 
keuntungan”. Dalam gugatan class action, seseorang atau lebih yang maju ke 
pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh 
anggota kelompok lainnya didasarkan atas adanya kesamaan kepentingan serta 
kesamaan permasalahan. 
Berdasarkan syarat tersebut, maka seseorang atau beberapa orang yang 
maju sebagai pihak di pengadilan, mengajukan tuntutan untuk kepentingannya 
sendiri sekaligus untuk kepentingan kelompoknya, karena kepentingan pihak yang 
maju dengan kelompok yang diwakilinya ialah sama. Karena kepentingan 
sekelompok orang identik, maka sesuai dengan prinsip class action, maka 
tuntutannya cukup diajukan oleh salah satu atau beberapa dari anggota kelompok 
tersebut. 
Dalam gugatan class action nama-nama seluruh anggota kelompok yang 
diwakili tidak perlu disebut satu persatu. Kupchela & Hyland menjelaskan class 
action sebagai tuntutan yang dapat diajukan atas nama seluruh anggota suatu 
kelompok tertentu meskipun mereka tidak diketahui satu per satu secara 
individual (even though they may not be known individually). 
 Pengertian “they may not be known individually” bukan berarti bahwa 
kelompok ini tidak mempunyai anggota yang dapat disebutkan identitasnya satu 
per satu secara individual, melainkan lebih mempunyai pengertian bahwa yang 
terpenting dalam pengajuan gugatan class action adalah adanya suatu kelompok 
orang atau masyarakat yang sudah tertentu, misalnya para konsumen yang 
keracunan setelah makan produk mie instan tertentu, masyarakat yang menghirup 
udara yang tercemar oleh limbah gas beracun yang dibuang oleh suatu pabrik, 
siapa pun. Dalam pengajuan gugatan secara class action, cukup disebut nama 
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Jadi, gugatan class action adalah suatu prosedur beracara dalam perkara 
perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan ganti kerugian, yang 
memberikan hak procedural terhadap satu atau beberapa orang untuk bertindak 
sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu 
sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang 
lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. 
Orang yang tampil sebagai penggugat (bisa lebih dari satu) disebut 
sebagai wakil kelas (class representative), sedangkan sejumlah orang banyak 
yang diwakilinya disebut sebagai anggota kelas (class members). Jadi, dalam 
gugatan perwakilan kelompok atau class action ada dua komponen yaitu wakil 
kelas dan anggota kelas, yang mana kedua komponen ini merupakan pihak-pihak 
yang mengalami kerugian, atau sama-sama menjadi korban.  
B.   Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 
1. Asas Sederhana 
Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar sesuatu yang menjadi 
tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).
9
 




                                                          
8
Kupchela & Hyland (1986:549) sebagaimana disadur oleh E. Sundari dalam 
“Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di 
Indonesia” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002), h. 9. 
9
Sudarsono, Kamus Hukum  (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h. 36.  
10
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai 
Pustaka, Jakarta, 1990), h. 163. 
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Sederhana mengacu pada “complicated” tidaknya penyelesaian 
perkara.
11
 Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan 
tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan 
kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya 
dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara 




2. Asas Cepat 
Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat ; segera, 
tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).
13
 Cepat atau yang pantas 
mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.14 
Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara 
memakan waktu tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 1 
tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan, artinya setiap 
perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu 
didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak 
mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian 




Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan 
memutus perkara dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan 
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ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang 




Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak 
cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang tergopoh gopoh tak 
ubahnya seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan 
derajat kemanusiaan. Tetapi sengaja dilambat lambatkan. Lakukan pemeriksaan 
yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan 
yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara. 
3. Asas Biaya Ringan 
Secara bahasa biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan 
(mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos  (administrasi; ongkos 
yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara seperti 
pemanggilan saksi dan materai.
17
 Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak 
atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam 
menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.
18
  
Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali 
benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada 
tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus 
jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus 
mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan 
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Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah 
surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang 
disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu 
akan diperikasa di muka pengadilan.  
Dalam pasal 121 (4) HIR menentukan “mendaftarkan dalam daftar 
seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh 
penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar 
lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara 
diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk 
ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang 
diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. 
Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian”.20 
Dalam pasal 59 (1) Undang-Undang RI No 5 tahun 1986 dikatakan 
bahwa untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya 
perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera Pengadilan”. Pasal 110 Undang-
undang ini juga mengatakan, pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau 
sebagian dihukum membayar biaya perkara.
21
 
Yang termasuk dalam biaya perkara adalah biaya kepaniteraan dan biaya 
materai, biaya saksi, ahli dan ahli bahasa dengan catatan bahwa pihak yang 
meminta pemeriksaan lebih dari lima orang saksi harus membayar biaya untuk 
saksi yang lebih itu meskipun pihak tersebut dimenangkan, biaya pemeriksaan di 
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tempat lain dari ruangan sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan 
sengketa atas perintah hakim ketua sidang (pasal 111 Undang-undang No 5 tahun 
1986). Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan tergugat 




C. Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) 
 Mengenai prosedur pemeriksaan gugatan class action terdapat dua 
sistem. Pertama; tahap proses pemeriksaan awal yang tunduk kepada ketentuan 
Pasal 5 PERMA. Kedua; tahap proses pemeriksaan biasa yang tunduk kepada 
hukum acara yang digariskan HIR/RBG, yang berkenan dengan replik-dupliik, 
pembuktian, konklusi, dan pengucapan putusan. 
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) istilah yang dipergunakan, 
awal proses pemeriksaaan persidangan. Namun secara teknis yustisial, lebih cepat 
disebut tahap proses pemeriksaan awal atau lazim disebut preliminary certificate 
test atau preliminary hearing. 
Tujuan dan fungsi proses pemeriksaan awal (preliminary hearing): 
 Merupakan tahap pemeriksaan atau pembuktian tentang sah atau tidak 
persyaratan gugatan class action yang diajukan; 
 Sehubungan dengan itu, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan 
kriteria gugatan class action yang bersangkutan; 
 Dasar landasan menguji kriteria tersebut, merujuk dan bertitik tolak dari 
ketentuan pasal 2 PERMA. 
Berarti yang wajib diperiksa dan dipertimbangkan hakim dalam tahap 
proses pemeriksaan awal, berkenaan dengan hal berikut. 
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a. Adanya kelompok yang terdiri dari : 
 Wakil kelompok yang memenuhi syarat: 
- Memiliki kejujuran, dan 
- Memiliki kesungguhan melindungi kepentingan anggota 
kelompok; 
 Anggota kelompok yang memenuhi syarat: 
- Jumlahnya banyak (numerous), dan 
- Kelompoknya dapat didefinisikan atau dideskripsi secara jelas dan 
spesifik. 
b. Terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum: 
 Kesamaan itu bersifat substansial antara wakil dengan anggota kelompok, 
 Kesamaan itu tidak mengandung persaingan kepentingan (competing 
interest), antara wakil kelompok dengan anggota kelompok. 
c. Terdapat kesamaan jenis tuntutan: 
 Dapat juga diartikan kesamaan kepentingan (common interes) atau 
kesamaan tujuan (common purpose), 
 Boleh juga didasarkan pada kesamaan penderitaan (common grievance). 
Dengan demikian, yang wajib diperiksa hakim dalam tahap ini meliputi 
syarat yang disebut pasal 2 PERMA, yang terdiri dari: 
 Definisi dan deskripsi kelompok, apakah memenuhi syarat spesifik; 
 Wakil kelompok apakah jujur dan benar-benar kepentingan kelompok; 
 Apakah jumlah kelompok memenuhi syarat numerousity sehingga tidak 
efektif dan efisien penyelesaian perkara melalui gugatan biasa; 
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 Menilai dan mempertimbangkan apakah terdapat kesamaan fakta hukum 
atau dasar hukum maupun kesamaan kepentingan atau tuntutan di antara 
wakil kelompok dengan anggta kelompok. 
1. Dapat Memberi Nasihat 
Pasal 5 ayat (2) mengatur kewenangan hakim memberi nasihat kepada 
penggugat dan tergugat berkenaan dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3. 
Dengan demikian, kewenangan dan fungsi memberi nasihat tersebut secara 
hukum pada tahap proses pemeriksaan awal: 
 Hanya terbatas sepanjang hal-hal yang menyangkut persyaratan formal 
gugatan yang diatur dalam pasal 3 saja, 
 Di luar itu, hakim tidak dibenarkan memberi nasihat 
 Nasihat itu diberikan sesudah hakim melakukan pemeriksaan atau peniaian 
kriteria gugatan. 
Sebenarnya kewenangan hakim memberi nasihat, tidak hanya dalam 
proses gugatan class action. Pasal 119 HIR sendiri telah menegaskan hal itu, 
bahwa Ketua Pengadilan Negeri berwenang memberi nasihat dan pertolongan 
kepada penggugat atau tergugat maupun kepada kuasa tentang hal yang berkenaan 
dengan mengajukan gugatan, apakah gugatan itu telah memenuhi syarat formil 
atau tidak. Ketentuan ini pun sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 
Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang 
dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang menegaskan, bahwa di dalam 
perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha 
sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai 





2. Menerbitkan Penetapan Gugatan Class Action Sah 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4), hakim menerbitkan 
penetapan pengadilan, apabila telah selesai dilakukan pemeriksaan kriteria 
gugatan yang diajukan. Jika hakim berpendapat : 
 Gugatan class action yang diajukan sah memenuhi syarat yang digariskan 
Pasal 3 PERMA, 
 Maka Pengadilan menerbitkan penetapan yang berisi dictum/amar : 
1) Menyatakan sah gugatan class action, 
2) Memberi izin untuk berperkara melalui proses gugatan class action, dan 
3) Selanjutnya memerintahkan penggugat segera mengajukan usulan 
model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. 
Ada yang mengatakan, penetapan izin untuk berperkara melalui proses 
gugatan class action disebut sertifikat awal atau preliminary certificate test, 
dan perintah melanjutkan pemeriksaan perkara disebut certificate order. 
3. Menjatuhkan Putusan Gugatan Class Action Tidak Sah  
Hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (5) PERMA yang menyatakan : 
Apabila dari hasil pemeriksaan kriteria gugatan gugatan class action 
tidak sah, karena tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 3, maka 
pernyataan tidak sah itu dituangkan dalam bentuk putusan, yang berisi dictum : 
1) Menyatakan gugatan class action tidak sah, 
2) Memerintahkan pemeriksaan dihentikan. 
Demikian gambaran ruang lingkup tahap proses pemeriksaan awal 
persidangan. Kalau gugatan class action dianggap sah, hakim menerbitkan  
penetapan yang berisi pemberian izin berperkara melalui sistem gugatan class 
action. Sebaliknya, kalau gugatan dianggap tidak memenuhi kritreia yang 
28 
 
digariskan Pasal 3, gugatan class action dinyatakan tidak sah. Pernyataan itu 
dituangkan dalam bentuk putusan yang berisi perintah menghentikan pemeriksaan 
perkara. Sistem proses pemeriksaan awal yang digariskan Pasal 5  tersebut, 
hampir sama dengan Pasal 23 Federal Rule Amerika Serikat, yang disebut 
Preliminary certficate test. Apabila hasil pemeriksaan kriteria gugatan class 




Syarat yang paling pokok untuk menerbitkan sertifikat, hampir sama 
dengan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 3 PERMA, yaitu : 
a. There be a class (ada kelompok): 
 Yang bersifat ascertainable (dapat dipastikan), 
 Specific (spesifik atau terinci): 
- Not vague (tidak kabur) 
- Not too specific (tidak terlampau spesifik). 
b. Commonality, that the action raises question of law or fact common to the 
class. 
c. Class repsentative: 
 Fair (jujur), 
 Adequate protection to the interest of the class (kesungguhan membela 
kepentingan kelompok). 
Tidak semua negara menganut sistem preliminary certificate test. 
Misalnya, Australia tidak mengenal sistem sertifikasi dalam mengesahkan gugatan 
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4. Penetapan Sah GPK bersifat Final 
Menurut Pasal 5 ayat (3) PERMA, pernyataan gugatan class action Sah 
dituangkan dalam bentuk penetapan pengadilan. Akan tetapi, pasal tersebut tidak 
menjelaskan, apakah penetapan itu bersifat final atau tidak. Tidak ada penegasan 
tentang itu, dapat menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga penyelesaian 
sengketa bisa terlambat. Oleh karena penegasan tentang finalnya penetapan tidak 
ada, kemungkinan praktik dapat terjerumurus pada standar ganda. Pada suatu 
ketika ada yang menjerit dan bersuara keras, terhadap penetapan dapat diajukan 
banding dan pada waktu lain bersikukuh, terhadap penetapan tidak dapat diajukan 
banding. 
Memang benar Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 telah menegaskan, yang 
dapat dibanding adalah putusan akhir (final judgement). Sedangkan putusan sela 
(interim award) tidak dapat dibanding. Banding terhadap penetapan atau putusan 
sela, harus diajukan bersama-sama dengan putusan akhir. Dengan demikian, 
bertitik tolak dari ketentuan Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947, terhadap penetapan 
yang diterbitkan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PERMA, tidak 
dapat diajukan banding. Akan tetapi, pengalaman praktik telah mempertontonkan 
tragedi. Berapa banyak ditemukan peristiwa  pengajuan banding terhadap putusan 
sela. Tragedi seperti itulah yang dikhawatirkan terhadap penetapan dimaksud. 
Seharusnya, untuk memperkecil tindakan irasional, berupa pengajuan banding 
terhadap penetapan itu, Pasal 5 ayat (3) PERMA harus dengan tegas menyatakan 
penetapan bersifat final terhadapnya tertutup upaya banding. 
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Pemberitahuan kepada anggota kelompok, diatur dalam Pasal 7 yang 
berisi ketentuan tentang tata cara, dan tahap serta isi pemberitahuan. Sehubungan 
dengan itu, akan dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan itu pada uraian 
berikut ini. Mengenai cara pemberitahuan diatur dalam pasal 7 ayat (1) berbunyi: 
Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui 
media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti Kecamatan, 
Kelurahan atau Desa, Kantor Pengadilan atau secara langsung kepada anggota 
kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diiidentifikasi berdasarkan 
persetujuan hakim. 
Mengenai prosedur gugatan class action penulis dapat gambarkan dalam 
skema, sebagai berikut : 
 
 








mekanisme putusan ganti rugi & pembentukan komisi pendistribusian ganti 
rugi. 
D. Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) 
Syarat formil yang merupakan conditio sine qua non mengajukan 
gugatan class action yang digariskan PERMA No.1 Tahun 2002 adalah sebagai 
berikut. 
 
Class Member Wakil Kelas Lawyer 
Pengadilan 
Negeri 
Sidang hari 1 
(Gugatan dibacakan) 





1. Ada Kelompok (Class) 
Yang membentuk atau membangun terwujudnya suatu kelompok atau 
kelas menurut hukum, terdiri dari sekian banyak perorangan (individu). 
Perorangan yang banyak itulah yang  menampilkan kelompok atau kelas yang 
dapat diketahui atau dipastikan yang disebut ascertainable class. Keberadaan 
kelompok terdiri dari dua komponen. Hal itu dapat disimpulkan dari ketentuan 
Pasal 2 huruf a dan c PERMA. 
a. Perwakilan Kelompok (Class Representative) 
Gambaran dan keberadaan serta kapasitas wakil kelompok menurut 
hukum, memiliki karakter sebagaimana diuraikan dibawah ini. 
1) Orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengatasnamakan diri 
sebagai wakil kelompok. Tindakan hukum yang dilakukannya: 
 Mengajukan gugatan, 
 Gugatan diajukan, untuk dan atas nama sendiri dan sekaligus atas nama 
anggota kelompok (one or more of them as representing all)
25
 
2) Jumlah Wakil Kelompok 
 Boleh terdiri dari satu orang saja, 
 Dapat juga terdiri dar beberapa orang. 
3) Kedudukan dan Kapasitas Wakil Kelompok 
Kedudukan dan kapasitasnya menurut hukum adalah sebagai kuasa 
menurut hukum (Legal Mandatory) atau wettelijke vertegenwoordig, yaitu 
peraturan perundang-undangan sendiri (dalam hal ini PERMA) yang 
memberi hak dan kewenangan bagi wakil kelompok sebagai kuasa 
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kelompok demi hukum. Dengan demikian, tanpa memerlukan surat kuasa 
khusus dari anggota kelompok, dan tanpa memerlukan persetujuan dari 
anggota kelompok (Pasal 4), demi hukum bertindak mewakili kelompok. 
Ketentuan ini , sama dengan di Amerika, yang menggariskan, the 
individual who wants to initiate class action, need not get the permission 
of potential class members before moving for certification.
26
                                                                                                                                                               
4) Bagi Anggota Kelompok yang Tidak Setuju, Diberi Hak Opting Out (Opt 
Out) 
Hak Opting out: 
 Menyatakan diri dengan tegas keluar sebagai anggota kelompok, dan hal 
itu dilakukan dalam batas waktu tertentu (Pasal 8 ayat 1); 
 Dengan adanya tindakan opt out, kepadanya tidak mengikat putusan yang 
dijatuhkan Pengadilan (Pasal 8 ayat (2)). 
5) Syarat Wakil Kelompok (Pasal 2 Huruf C) 
 Memiliki kejujuran, 
 Memiliki kesungguhan melindungi kepentingan anggota kelompok. 
6) Wakil Kelompok dapat Menunjuk Kuasa atau Pengacara (Pasal 2 huruf d) 
 Kuasa dapat diganti, baik atas kehendak wakil kelompok atau anjuran 
Hakim, 
 Penggantian dapat dilakukan, apabila kuasa melakukan tindakan yang 
bertentangan dengan kewajiban membela kepentingan anggota kelompok. 
b. Anggota Kelompok (Class Members) 
1)  Jumlah Anggota Kelompok Banyak (Numerous Persons) 
 Pasal 2 huruf a PERMA berbunyi: 
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 Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan 
efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-
sama dalam gugatan. 
Memerhatikan ketentuan di atas, agar gugatan class action memenuhi 
syarat ditinjau dari unsur anggota kelompok: 
 Sedemikian rupa banyaknya kenstituennya, sehingga tidak efektif dan 
efisien penyelesaian perkara melalui proses kumulasi objektif dan 
subjektif atau melalui proses intervensi dalam bentuk voeging berdasarkan 
Pasal 279 Rv; 
 Oleh karena itu, kalau anggotanya hanya terdiri dari 5 atau 10 orang, 
dianggap tidak memenuhi syarat berperkara melalui system CA, karena 
masih lebih efektif dan efisien melalui gugatan kumulasi. 
a) PERMA tidak menentukan batas minimal 
Timbul pertanyaan, berapa orang anggota kelompok yang dianggap efektif 
dan efisien agar memenuhi syarat GPK yang digariskan Pasal 2 huruf a 
PERMA tersebut ? Bagaimana jika jumlah anggotanya hanya sedikit 
(handful of members)? Ternyata PERMA tidak mengatur batas minimal. 
Kekosongan ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Ditinjau dari 
ilmu yurisprudensi, perumusan anggota kelompok sedemikian banyak, 
merupakan perumusan yang bercorak luas (broad term). 
 Bagaimana kalau konstituennya hanya sedikit, tetapi diajukan 
melalui proses gugatan class action. Misalnya, anggota hanya 5 atau 10 
orang. Mungkin lebih efektif dan efisien diproses melalui gugatan biasa 
dalam bentuk kumulasi stau intervensi dalam bentuk voeging berdasarkan 
Pasal 279 Rv. Proses pemeriksaannya jauh lebih sederhana dibanding 
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melalui gugatan class action. Oleh karena itu, kalau anggotanya hanya 5 
atau 10 orang, permohonan gugatan class action lebih tepat dinyatakan: 
 Tidak memenuhi syarat, dan dinyatakan tidak dapat diterima, 
 Harus diajukan melaui gugatan perdata biasa. 
Barangkali sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan kasus 
Inrebraybrook
27
. dalam kasus ini pengadilan menyatakan, antara 
lain sejumlah “kecil yang terdiri dari 5 orang, tidak dianggap 
memenuhi syarat numerous.” 
 Memerhatikan putusan itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 
huruf a PERMA yang tidak mengatur batas minimal anggota kelompok: 
 Beralasan untuk menolak berperkara melalui gugatan class action, 
jika ternyata anggota kelompoknya hanya terdiri dari beberapa 
orang, 
 Namun demikian, penerapannya bersifat kasuistik, dengan cara 
mempertimbangkan dengan saksama faktor efektifivitas dan 
efisiensi penyelesaian perkara yang bersangkutan. 
Di Amerika Serikat, Federal Trade Commision Improvement, 
menentukan batas minimum anggota kelompok yang dianggap memenuhi 
syarat mengajukan proses berperkara secara gugatan class action, minimal 
sebanyak 100 orang yang tergolong anggota kelompok 
b) Tidak ada batas maksimal 
Terlepas dari penentuan batas minimal tersebut, ada yang berpendapat, 
tidak perlu ditetapkan secara pasti batas jumlah anggota kelompok yang dianggap 
memenuhi syarat numerousity. Praktik yang berkembang jarang mempersoalkan 
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jumlah batas minimal dan maksimal secara pasti (fixed). Dalam kasus Naken vs 
General Motors of Canada Ltd, anggota kelompoknya sebanyak 4.600 orang. 
Bahkan dalam kasus Gobbald vs Time Canada Ltd, gugatan class action yang 
diajukan meliputi kepentingan sebanyak 180.000 orang.
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Bagaimana halnya kalau tidak dibatasi jumlah maksimal, sehingga 
sedemikian rupa besarnya jumlah anggota kelompok yang terkait dalam gugatan 
class action? Apakah hal ini tidak mengakibatkan proses penyelesaian menjadi 
tidak sederhana lagi? Pada dasarnya tidak menimbulkan masalah, karena solusi 
tentang itu ditampung Pasal 3 huruf e PERMA. Menurut Pasal ini, apabila 
anggota kelompok sangat banyak : 
 Dapat dibagi dalam subkelompok, 
 Apalagi jika tuntutan dan sifat kerugian yang dialami anggota 
kelompok berbeda dapat dipisahkan atau di-split dalam beberapa 
subkelompok. 
Demikian kira-kira penjelasan mengenai pengertian, syarat dan jumlah anggota 
kelompok yang digariskan Pasal 2 huruf a. 
2) Deskripsi Kelompok 
Dalam gugatan harus jelas didefinisikan deskripsi kelompok yang 
terlihat dalam gugatan class action yang diajuan. Hal ini diatur secara tegas dalam 
Pasal 3 huruf b PERMA yang mengatakan, gugatan memuat definisi kelompok 
secara rinci dan spesifik, walaupun anggota tanpa menyebutkan nama anggota 
kelompok satu per satu. Tujuannya agar diketahui dengan jelas apakah kelompok 
yang disebut dalam gugatan memenuhi syarat commonality dan numerousity. 
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Dalam praktik dan pengkajian, muncul beberapa pendapat mengenai deskripsi 
kelompok dalam gugatan. 
a) Deskripsinya tidak terlampau umum 
Apakah deskripsi kelompok cukup atau boleh dirumuskan secara umum? 
Misalnya, apa boleh dirumuskan bahwa pihak penggugat terdiri dari kelompok 
tertentu? Umpamanya dirumuskan penggugat terdiri dari karyawan yang 
menerima kesejahteraan dari korporasi tertentu. Atau apakah perumusannya dapat 
dideskripsi dengan kalimat semua orang miskin (all poor people) yang ada di DKI 
tanpa mengemukakan faktor objektif siapa yang dimaksud orang miskin 
dihubungkan kaitannya dengan keanggotaan kelompok? 
Deskripsi semua orang miskin di DKI dianggap terlampau umum. 
Perumusannya dianggap masih kabur (vague description), masih perlu 
dikonkretisasi. Sedangkan deskripsi karyawan pada conoh diatas, pada dasarnya 
dianggap telah memenuhi syarat, karena berdasarkan deskripsi itu, dapat diketahui 
dan dipastikan (ascertainable) dengan jelas siapa saja yang dimaksud anggota 
kelompok. Akan tetapi, pada deskripsi semua orang miskin di DKI, dianggap 
sangat umum dan kabur, masih diperlukan  perumusan yang lebih konkret, 
misalnya dengan cara menyebutkan jumlah pendapatan tertentu. 
b) Deskripsi tidak perlu terlampau spesifik 
Seperti dikatakan, deskrispsi kelompok tidak dibenarkan terlampau 
umum, sehingga dituntut deskripsi yang bercorak spesifik, yang mudah diketahui 
dan dipastikan. Namun demikian, hukum tidak menuntut deskripsi kelompok 
yang terlampau spesifik. Yang dituntut berada diantara keduanya, tidak terlampau 
umum dan tidak perlu terlampau spesifik. Misalnya, perumusan kelompok secara 
karakteristik berdasarkan faktor bahasa. Umpamanya kelompok orang yang 
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berbahasa Batak atau Sunda. Sepintas lalu dapat dianggap sangat spesifik, tapi 
juga dapat dikatakan  terlampau umum.  
Untuk menilai apakah deskripsi tersebut umum atau spesifik, tergantung 
pada kasus perkara yang disengketakan. Barangkali kalau dalil gugatannya 
penghinaan yang menyinggung seluruh komunitas suku Batak atau Sunda, 
deskripsi tersebut dianggap spesifik. Demikian juga deskripsi kelompok yang 
berdasrkan pada karakteristik pengisap rokok kretek Gudang Garam sejak 1950-
2002, dapat dianggap bersifat spesifik sepanjang kata-kata pengisap rokok 
Gudang Garam. Tetapi rumusan ini bisa menjadi terlampau umum dan kabur 
dengan adanya kalimat dari sejak 1950-2002. Namun bagi sebagian orang, 
penegasan jangka waktu 1950-2002, malah dianggap memperjelas dan 
memastikan kelompok yang diamksud dalam gugatan. 
c) Patokan deskripsi kelompok 
Dari uraian diatas, meskipun dari segi teori tidak sulit mendeskripsi 
kelompok yang memenuhi syarat, namun dari segi praktik tidak mudah 
mendeskrispsi dalam gugatan. Hampir semua sependapat, dalam praktik agak sulit 
mendeskripsi kelompok yang bercorak spesifik yang dianggap memenuhi syarat. 
Sehubungan dengan kenyataan itu, muncul pendapat, penilaian tentang deskripsi 
diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim. Namun demikian, agar 
penilaian tidak bersifat subjektif, perlu ditetapkan  patokan sebagai landasan 
dengan acuan sebagai berikut: 
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 Perumusannya bukan deskripsi yang kabur (unvague description), 
 Pada prinsipnya deskripsi itu dapat menghindari kesulitan mengelola 
pengadministratian anggota kelompok yang bersangkutan. 
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3) Perma Tidak Mengatur Kemungkinan Mempergunakan Nama Penghuni 
Semestinya Pasal 2 PERMA mengatur kemungkinan mempergunakan 
nama penghuni dalam gugatan class action, asalkan yang mengajukan dan yang 
mengatasnamakan kelompok itu, benar-benar masih penghuni nyata pada saat 
gugatan diajukan. Sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan pasal 1 huruf b yang 
mengatakan wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita 
kerugian yang mengajukan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang banyak 
jumlahnya, berarti tidak selamanya kelompok itu terdiri dari mereka yang berada 
pada lingkungan pekerjaan atau kota mauapun daerah tertentu, tetapi dapat juga 
berdasarkan faktor penghunian pada gedung bangunan, kompleks atau lembaga 
tertentu. Yang penting dipenuhi, anggota penghuninya banya sehingga memenuhi 
syarat yang digariskan Pasal 2 huruf a yaitu banyak (numerous).  
Dengan demikian, gugatan class action dapat diajukan untuk dan atas 
nama: 
 Penghuni penjara, 
 Penghuni rumah sakit, 
 Penghuni panti asuhan dan sebagainya. 
Akan tetapi, perlu diingat. Yang sah dan boleh mengatasnamakan 
kepentingan penghuni, hanya yang benar-benar masih berada di dalam. Oleh 
karena itu, gugatan class action atas nama penghuni tidak sah apabila yang 
mengajukan terdiri dari orang yang bukan penghuni lagi. 
4) Anggota Kelompok Tidak Perlu Diidentifikasi secara Individual 
Pada prinsipnya, hukum tidak menuntut agar gugatan mengidentifikasi 
anggota kelompok satu per satu secara individual, dengan acuan penerapan: 
 Apabila mungkin, boleh disebut satu persatu secara individual, 
 Tetapi dibenarkan menyebut: 
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- Berdasrkan perkiraan, atau 
- Berdasarkan statistikal. 
 Boleh terbatas pada kot dan daerah tertentu, tetapi dapat juga lintas kota 
atau daerah maupun secara nasional.  
2. Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum 
Syarat yang kedua yang digariskan pada Pasal 1 huruf a adalah 
kesamaan atau commonaity. Asas kesamaan menurut pasal tersebut adalah 
kesamaan fakta atau dasar hukum: 
 Diantara wakil kelompok dengan anggota kelompok terdapat kesamaan 
fakta atau dasar hukum yang digunakan dalam gugatan, 
 Kesamaan fakta atau dasar hukum itu bersifat substansial. 
Dengan demikian, untuk menentukan kategori apakah satu gugatan dapat 
diajukan dan diproses melalui gugatan class action atau gugatan perdata 
konvensional, ditentukan oleh syarat atau faktor: 
 Kesamaan elemen (common element) antara wakil kelompok dengan 
anggota kelompok, 
 Kesamaan elemen yang paling penting menurut pasal 1 huruf a PERMA 
adalah: 
- Kesamaan fakta (same fact), atau 
- Kesmaan hukum yang dilanggar tergugat atau the same question of 
law. 
Kesamaan dimaksud, harus dijelaskan wakil kelompok (class 
representative) dalam gugatan, dengan ketentuan: 
 Tidak berarti kesamaan fakta atau dasar hukum itu harus persis serupa 
secara mutlak, 
 Dimungkinkan adanya perbedaan, dengan syarat: 
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- Perbedaan itu tidak substansial dan prinsipil, 
- Perbedaan yang terjadi di antara anggota, tidak bersifat persaingan 
kepentingan (competing interset). 
Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan perbedaan jenis dan besarnya ganti 
rugi yang dialami anggota kelompok yang timbul dari obat yang dimakan 
konsumen. Perbedaan yang ada dalam kasus ini dapat ditolerir atas alasan: 
 Perbedaan itu tidak substansial, karena tidak sampai melenyapkan 
kesamaan fakta atau dasar hukum gugatan, 
 Fakta tentang penyebab timbulnya kerugian bagi seluruh anggota 
kelompok adalah sama yaitu karena mengonsumsi obat tergugat, 
 Dengan demikian dasar hukumnya sama yakni perbuatan melawan 
hukum dalam bentuk pertanggungjawaban produksi (product 
liability) yang digariskan UU No. 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan Konsumen. 
Demikian secara singkat pengkaijan penerapan syarat kesamaan fakta 
atau dasar hukum yang harus diperhatikan dalam pengajuan gugatan class action. 
3. Kesamaan Jenis Tuntutan 
Syarat ini berkaitan erat dengan syarat kesamaan fakta atau dasar 
hukum. Namun demikian, syarat kesamaan jenis tuntutan secara implisit disebut 
dalam Pasal 1 huruf b yang berbunyi: 
Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang 
menajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak 
jumlahnya. 
 Jika ketentan pasal tersebut diamati lebih teliti, dapat dikemukakan 
kandungan yang terdapat di dalamnya, antara lain: 
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 Ada kelompok yang diwakili oleh satu atau beberapa orang yang 
mengalami penderitaan atau bencana; 
 Jumlah anggota kelompok banyak (numerousity); 
 Diantara wakil dan anggota kelompok terdapat persamaan kepentingan 
(common interest); 
 Terdapat persamaan penderitaan (common grievance); 
 Pemulihan (relief) yang dituntut menurut sifatnya bermanfaat untuk semua 
anggota kelompok; 
 Bentuk kelompoknya dapat dideskripsi karakteristiknya dengan jelas, 
ssehingga tidak sulit mengelola pengadministrasiannya. 




Akan tetapi, tanpa mengurangi penjelasan di atas ada yang mengartikan 
kesamaan jenis tuntutan serupa dengan common interest dan commnon grievance 
dalam arti luas, oleh karena itu dapat juga disebut kesamaan tujuan (common 
purpose).
31
 Tetapi dapat juga ditafsirkan kesamaan penderitaan (common 
grievance), dan sebagai akibat dari itu semua adalah: 
 Timbul jenis kerugian yang sama yang dialami wakil kelompok 
dan anggota kelompok, 
 Pada dasarnya bentuk kerugian itu nyata (actual loss), atau 
kerugian material, tetapi juga bersifat kerugian materiil. 
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Bertitik tolak dari kesamaan penderitaan itu, terjadi dan terwujud bentuk 
kerugian yang sama, juga memberi hak bagi seluruh anggota kelompok 
mengajukan kesamaan jenis tuntutan: 
 Yang paling umum dan realistik adalah tuntutan pembayaran ganti 
rugi, 
 Akan tetapi dapat juga berbentuk atau diikuti dengan tuntutan: 
- Permintaan maaf kepada kelompok, 
- Penutupan perusahaan, dan 
- Pemulihan (restoration) atas kerusakan yang timbul. 
Dari penjelasan tersebut, pada dasarnya kesamaan jenis tuntutan 
merupakan rangkaian dari kesamaan kepentingan (common interest) dan 
kesamaan penderitaan (common grievance). Dari rangkaian itu lahir dan terwujud 
kesamaan jenis tuntutan hukum. 
E. Gugatan Class Action Dalam Islam 
Dalam hukum Islam mekanisme gugatan class action tidak diatur 
secara terperinci dalam sebuah aturan khusus. Tetapi hanya gambaran umum 
terkait proses penyelesaian perkara berkaitan dengan berbagai macam masalah 
yang mengatur hajat hidup orang banyak, contohnya saja tentang lingkungan 
hidup dan perlindungan konsumen.  
Negara Indonesia sebagai Negara yang menganut system hukum 
positif dan berkiblat pada semua system hukum. Oleh karena itu hukum yang ada 
di Indonesia itu sangat beragam. Didalam konstitusi itu diatur tentang empat 
lembaga peradilan yang mengatur tentang penyelesaian perkara jalur litigasi 
yakni, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negera dan 
Pengadilan Militer. Khusus yang berkaitan dengan orang yang beragama Islam itu 
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diatur dalam ruang lingkup pengadilan agama termasuk didalamnya gugatan dan 
mekanismenya.  
Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan Agama diatur dalam Bab IV UU Nomor 7 Tahun 1989, mulai pasal 54 
sampai dengan pasal 105. Menurut ketentuan pasal 54 yang berbunyi “Hukum 
Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah 
Hukum Acara  Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. 
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara perdata 
yang secara umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum 
dan Peradilan Agama, dan ada pula hukum acara yang hanya berlaku pada 
pengadilan dalam Peradilan Agama. Hukum acara perdata adalah rangkaian 
peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap 
dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak satu 
sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”.32 
Hukum Acara Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di 
Peradilan  Umum di samping hukum acara yang diatur tersendiri dalam UU No. 7 
Tahun 1989. Hukum terapannya adalah Hukum Islam Positif yang merupakan 
subsistem dari sistem hukum positif Indonesia.  Maka pertimbangan-
pertimbangan putusannya akan terkait dengan subsistem dari sistem hukum positif 
Indonesia lainnya dan penalarannya akan menggunakan konsep-konsep, 




Ada beberapa sumber hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan 
dalam lingkungan Peradilan Umum yang kemudian berlaku pada pengadilan 
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dalam lingkungan Peradilan Agama. Adapun sumber-sumber hukum acara perdata 
itu antara lain adalah: 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), 
yang disigkat BW. 
2. Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering), yang pada masa 
penjajahan Belanda berlaku untuk Raad van Justitie. 
3. Reglemen Indonesia yang dibaharui (Het herziene Indonesisch Reglement), 
yang lebih dikenal dengan singkatan HIR atau RIB. 
4. Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot 
Regeling  van bet Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura), yang 
lebih dikenal dengan singkatan RBg. 
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.34 
Sebagaimana dengan gugatan class action yang mekanismenya diatur 
dalam hukum perdata maka seyogianya peradilan agama juga mampu mewadahi 
gugatan yang diajukan dengan class action, akan tetapi sampai detik ini belum ada 
satu pun perkara dalam ruang lingkup peradilan agama yang digugat dengan 
mekanisme gugatan class action. 
Dalam Islam objek peradilan adalah peradilan yang menyangkut semua 
hak, baik itu hak Allah SWT ataupun hak manusia. Dalam perkembangannya 
setelah rasullulah wafat, ketika pada masa pemerintahan khalifah Umar bin 
Khatab beliau meletakan undang-undang dasar yang kukuh bagi peradilan yang 
dikirimkan kepada Abu Musa Al-Asy’ari. Sebagimana bunyi suratnya yakni : 
“Sesungguhnya peradilan itu adalah fardhu yang dikukuhkan dan sunnah yang di 
ikuti. Maka fahamilah bila peradilan dibebankan kepadamu, karena sesungguhnya 
tiada bermanfaat membicarakan kebenaran tanpa melaksanakannya. Samakan hak 
semua orang dihadapanmu, di dalam pengadilanmu dan di dalam majelismu 
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sehingga orang yang terpandang tidak menginginkan kecenderunganmu 
kepadanya, dan orang yang lemah tidak menginginkan kecenderunganmu 
kepadannya, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Pembuktian 
itu wajib bagi orang mendakwa, dan sumpah itu wajib bagi orang yang menolak 
dakwaan”.35  
F. Pijakan Teori 
1. Teori Proses 
Prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu 
Pengetahuan dapat disebut pengetahuan : memakai syarat-syarat tertentu. Syarat 
tertentu utama : metode ilmiah. Metode adalah suatu prosedur atau cara 
mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis Metodologi 
adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode 
tersebut. 
Metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang 
terdapat dalam ilmiah, secara filsafat, Epistimologi terbagi empat yaitu: 
1. Apakah sumber-sumber pengetahuan 
2. Apakah hakikat, jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan 
3. Apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan 
4. Sampai tahap mana pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia36 
Bepikir adalah kegitan mental yang menghasilkan pengetahuan : MI = 
ekspresi, mengenai cara belajar pikiran. Dengan cara bekerja ini maka 
pengetahuan yang dihasilkan, diharapkan mempunyai karakteristik-karakteristik 
tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah yaitu: sifat rasional, teruji= MI: 
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menggabungkan cara berpikir deduksi dan induksi Berpikir deduktif, sifat rasional 
kepada pengetahuan ilmiah dan bersifat konsisten, sistematis (tahap-tahap).
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Sifat rasional dan koheren adalah ilmu mencoba memberikan penjelasan 
yang rasional kepada objek yang berada dalam jalur penekanan. Sifat rasional, 
tidak final, karena bersifat pluralistic oleh sebab itu cara berpikir ilmiah 
digunakan pula cara berpikir induktif yang berdasarkan criteria kebenaran 
korespondensi. Teori korespondensi meyebutkan bahwa suatu pernyataan dapat 
dianggap benar sekiranya materi yang terkandung dalam pernyataan itu 
berkorespondensi (bersesuaian) dengan objek tektual yang dituju. Suatu pernyatan 
benar bila terdapat bukti-bukti empiris yang mendukung contoh salju, Jakarta .
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Proses kegiatan ilmiah manusia mengamati sesuatu, ada perhatian 
terhadap objek tertentu perhatian: suatu masalah atau kesukaran yang dirasakan 
bila kita menemukam sesuatu dalam pengalaman kita yang menimbulkan 
pertanyaan, ini dimulai dalam dunia empiris: terjadilah eksistensi empiris. Dilihat 
dari perkembangan kebudayaan dapat menghadapi masalah maka hal ini dapat 
dibedakan menurut ciri-ciri tertentu. 
Berdasarkan sikap manusia menghadapi masalah ini maka Van Peursen 
membagi perkembangan kebudayaan menjadi tiga tahap: mistis, ontologis, 
horisional. 
a. Mistis, sikap manusia yang merasakan dirinya terkepung oleh kekuatan-
kekuatn gaib di sekitarnya 
b. Ontologis, sikap manusia yang tidak lagi merasakan dirinya terkepung oleh 
kekuatan gaib dan bersikap mengambil jarak terhadap objek disekitar 
kehidupan dan mulai menelaah objek tersebut 
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c. Fungsional, sikap manusia yang bukan saja merasa telah terbebas dari 
kepungan kekuatan gaib dan mempunyai pengetahuan berdasarkan penelahan 
objek tersebut, namun lebih dari itu dia mengfungsionalkan pengetahuan 
tersebut bagi kepentingan dirinya. Ilmu mulai berkembang dari tahap 
ontologis ini antara lain: terlepas dari kekuatan gaib, menguasai gejala 




Terhadap ontologis (manusia) – batas eksistensi masalah –mengenal 
wujud masalah –menelaah – mencari pemecahan masalah. Hanya membatasi pada 
masalah yang didasarkan atas empiris, masalah nyata maka jawaban ada didunia 
kejahatan, ilmu diawali dengan fakta dan diakhiri dengan fakta, apapun teori yang 
menjembataninya, teori penjelasan mengenai gejala yang terdapat didunia fisik 
tersebut . 
Teori ilmu adalah penjelasan rasonal yang berkesesuaian dengan objek 
yang diperlukannya, dan harus didukung oleh bukti empiris. Metode ilmiah: 
empirisme, rasionalisme. Teori ilmu ada 2 syarat yaitu: konsisten dengan teori 
sebelumnya, cocok dengan fakta-fakta empiris oleh sebab itu, teori ilmu yang 
belum teruji kebenarannya secara empiris dari semua penjelasan rasional 
statusnya hanya bersifat sementara atau penjelasan sementara (hipotesis). 
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2. Teori Pelaksanaan Putusan 
Hal menjalankan putusan hakim diatur dalam bahagian kelima mulai 
pasal-pasal 195 s. d. 224 HIR atau Stb. 1941 No. 44 yang berlaku di pulau Jawa 
dan Madura, sedang untuk daerah diluar pulau Jawa dan Madura digunakan 
bahagian keempat pasal-pasal 206 s.d. 25 RBg atau Stb. 1927 No. 227. Peraturan 
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ini tidak hanya mengatur tentang menjalankan eksekusi putusan pengadilan saja 
akan tetapi juga memuat pengaturan tentang upaya paksa dalam eksekusi yakni 
sandera, sita eksekusi, upaya lain berupa perlawanan (Verzet) serta akta otentik 
yang memiliki alasan eksekusi yang dipersamakan dengan putusan yakni akta 
grosse hipotik dan surat hutang dengan kepala “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa”.41 
Dalam Undang-undang (darurat) No. 1 tahun 1951 tidak terdapat 
perkecualian terhadap berlakunya hukum acara perdata sehingga berlakulah penuh 
kedua Undang-undang mengenai acara perdata.
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Cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatas 
diatur mulai pasal 195 sampai pasal 224 HIR, namun pada saat sekarang tidak 
semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku secara efektif. Yang masih benar-benar 
berlaku efektif terutama pasal 195 sampai pasal 208 dan pasal 224 HIR. 
Sedangkan pasal 209 sampai pasal 222 HIR yang mengatur tentang “Sandera”, 
tidak lagi diperlakukan secara efektif. Seorang debitur yang dihukum “Disandera” 




Surat Edaran Mahkamah Agung No.2/1964 tanggal 22 Januari 1964 
juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/1975 tanggal 1 Desember 1975 
membekukan keberlakuan pasal 209 sampai dengan pasal 222 HIR, karena 
sandera bertentangan dengan salah satu sila dari dasar falsafah negara Indonesia, 
yaitu bertentangan dengan sila Prikemanusiaan, salah satu dari Pancasila. Oleh 
karena itu berdasarkan Surat Edarannya diatas Sandera dilarang untuk 
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diperlakukan (vide putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Pebruari 1975 Reg. No. 
951 K/Sip/1974, termuat dalam “DIAN YUSTISIA’, Pengadilan Tinggi 
Bandung, 1978, hal. 378-382).
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Selain peraturan peraturan di atas masih ada peraturan lain yang dapat 
menjadi dasar penerapan eksekusi yaitu : 
1.    Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 33 ayat 
(4) yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral, 
dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya 
prikemanusiaan dan prikeadilan tetap terpelihara. 
2.    Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 tahun 1970 juncto pasal 60 UU No. 2 tahun 1985 
tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan 
pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan jurusita dipimpin oleh 
Ketua Pengadilan.   
3.    Mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Agama  diatur dalam Stb.1982 No. 
152 pasal 2 ayat (5) menyatakan, sesudah itu keputusan dapat dijalankan 
menurut aturan-aturan biasa tentang menjalankan keputusan-keputusan 
Pengadilan Umum dalam perkara ini dan Stb. 1937 No. 63-639, pasal 3 ayat 
(5) alinea 3 berbunyi, sesudah itu keputusan dapat dijalankan menurut aturan-
aturan menjalankan keputusan Sipil Pengadilan Negeri (Peraturan Pemerintah 
No. 45/1957 pasal 4 ayat (5) dan pasal-pasal lain yang berhubungan). 
4.   Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan pasal 
5 dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan 
atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. 
5.    SEMA No. 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada 
orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan 
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kalau disandera dan karena itu kehilangan kebebasan bergerak, ia tidak lagi 
ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang-barang untuk 
melunasi hutangnya. 
3. Teori Efektifitas Dan Efisien 
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Harbani 
Pasolong, efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah 
ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu 
sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan 




Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena 
keduanya memilki arti yang berbeda walaupun dalam berbagi pengunaan kata 
efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian 
perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung 
dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan 
efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.
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Efektifitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu 
mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target 
yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. 
The Liang Gie dalam bukunya Ensiklopedia Administrasi 
mengemukakan definisi bahwa, “efektivitas yaitu suatu keadaan yang 
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mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek/akibat yang 
dikehendaki”.47 
Menurut H. Emerson “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti 
tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya”.  












H. Defenisi Operasional Variabel 
Pengertian gugatan class action adalah suatu prosedur beracara dalam 
perkara perdata biasa yang biasanya berkaitan dengan permintaan ganti kerugian, 
yang memberikan hak procedural terhadap satu atau beberapa orang untuk 
bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat 
itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, bahkan jutaan 
orang lainnya yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. 
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 The Liang Gie, Ensiklopedia Administrasi   (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 147. 
GUGATAN CLASS ACTION 
Di Pengadilan Negeri  
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR) 
Prosedur Mekanisme : 
(X₁) 
- Kuasa 





SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN 
(Y) 







Pengertian sederhana mengacu pada “complicated” penyelesaian suatu 
perkara, perkataan cepat atau “dalam tenggang waktu yang pantas” mengacu pada 
“tempo”, cepat atau lambatnya, penyelesaian suatu perkara; sedangkan perkataan 
“biaya ringan“ mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan 
oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya didepan peradilan. 
Pasal 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
menentukan bahwa: 
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.  
Hukum hanya dapat ditegakkan dan keadilan hanya bisa dirasakan apabila 
proses pemeriksaan didepan pengadilan dilakukan dengan kecermatan dan ketelitian, 
sehingga dihasilkan putusan hakim yang secara kualitatif benar bermutu dan 




Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu
yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu metode
penelitian ataupun pedoman dalam melakukan penelitian, sebab dengan
menggunakan metode penelitian atau pedoman penelitian yang tepat dan benar
akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah penulis dalam melakukan
penelitian terhadap suatu masalah.
A. Jenis Penelitian
1. Penelitian Normatif
Dalam hal ini penulis melakukan penelitian normative yakni, melalui
peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, selain
itu juga menggunakan literatur berupa, buku-buku, karya ilmiah dan jurnal.
2. Penelitian Empiris
Yaitu, penulis akan melakukan penelitian di instansi yang terkait yaitu
pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang ada kaitannya dengan
judul yang akan diteliti dengan cara melakukan wawancara sesuai dengan
kepakarannya.
B. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dalam disiplin
ilmu hukum meneliti data-data primer. Data-data primer diperoleh melalui
beberapa cara yaitu wawancara, observasi, dan penelitian-penelitian
eksperimental.
Dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pada taraf
implementasinya dalam praktik di lapangan dimana dilakukan dengan
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menggunakan teknik observasi (pengalaman), pengamatan, dan wawancara, dan
data-data yang diperoleh tersebut kemudian diperbandingkan, sehingga
kesimpulan yang ditarik benar-benar merefleksikan tujuan dan manfaat penelitian
ini
C. Populasi Dan Sampel / Sumber Data
1. Populasi
Dimaksud populasi yakni keseluruhan komunitas hukum yang ada dalam
wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar mengingat jumlahnya terlalu besar
dan nyata tidak efektif serta tidak efisien diteliti keseluruhannya,sehingga perlu
dibijaksanai dengan penarikan beberapa informan tertentu agar supaya yang
terpilih sudah dianggap mewakili informan lain.
2. Sampel
Penelitian akan menggunakan sampel untuk mencari data seputar kasus
mengenai gugatan class action. Penelitian ini yang akan dijadikan informan terdiri
dari Hakim, Panitera, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar
serta pihak yang berperkara, yang perkaranya sekaitan dengan penelitian ini.
D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu :
Pertama, studi literature yang meliputi eraturan perundang-undangan, buku-buku,
jurnal, majalah, klipping Koran serta sumber tertulis lainnya yang relevan. Data
literature akan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu data yang
mengandung sifat normative dan non normative. Data literature dan dokumen
tersebut akan ditelusuri melalui kepustakaan manual dan elektronik. Kedua,
melakukan wawancara mendalam kepada narasumber dengan tujuan :
1. Memperdalam informasi dari data yang telah diperoleh dari data literature
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2. Melakukan konfirmasi serta klarifikasi atas tiga masalah dalam penelitian
ini.
Data lapangan berupa wawancara mendalam akan dilakukan proses
dialektika antara peneliti dengan narasumber sebagai key informan. Proses
dialektika diperoleh melalui proses konfirmasi terhadap hasil wawancara
mendalam. Key informan ditentukan berdasarkan criteria :
a. mengetahui permasalahan
b. memahami dan menguasai permasalahan
c. terlibat langsung dalam proses penanganan perkara class action
E. Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data
penelitian saat sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan adalah
wawancara, dokumentasi, dan observasi. instrumen penelitian inilah yang akan
menggali data dari sumber-sumber informasi.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan aturan-aturan
yang ada sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Dalam data ini,
peneliti menganalisis data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis dimaksud,
utamanya yang bersumber dari perundang-undangan dan doktrin hukum acara




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Selayang Pandang Pengadilan Negeri Makassar
Pengadilan Negeri Makassar didirikan sejak zaman pra kemerdekaan,
yakni pada tahun 1916. Pada awalnya selain berfungsi sebagai tempat
penghukuman bagi rakyat pribumi Pengadilan Negeri Makassar juga menjadi
tempat untuk mencari keadilan bagi warga asing yang bertempat tinggal di
Makassar dan sekitarnya. Sejak masa kemerdekaan sampai sekarang gedung
Pengadilan Negeri Makassar sudah sering mengalami pemugaran atau renovasi,
tetapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Karena itulah gedung Pengadilan
Negeri Makassar yang masih kental dengan corak khas Belanda tersebut termasuk
di antara situs-situs heritage (peninggalan bersejarah) yang dilindungi oleh
pemerintah kota Makassar.
Berikut ini adalah susunan ketua Pengadilan Negeri Makassar
berdasarkan periode kepemimpinan dari masa ke masa :




















1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar
Visi:
“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”
Misi:
 Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan,
serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
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 Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
 Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
 Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, bermartabat dan dihormati.
 Melaksanakan kekuasaan  kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan
transparan.
2. Uraian Tugas Pengadilan Negeri Makassar
a. Ketua Pengadilan Negeri Makassar
1. Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas
Pengadilan secara baik dan lancar.
2. Memutuskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua
BAPERJAKAT.
3. Memutuskan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Koordinator
Pengawas Bidang.
4. Memutuskan para Hakim sebagai Pengawas bidang tertentu.
b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar
Bidang Yudisil
1. Pembagian perkara perdata permohonan dan pidana singkat atau
tindak pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas.
2. Mengeluarkan penetapan penyitaan, penggeledahan dan perpanjangan
penahanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau
Penyidik.
3. Mengeluarkan izin atau penetapan sita.
Bidang Non Yudisil
1. Koordinator tugas-tugas pengawasan bidang, penyelesaian tunggakan
minutasi perkara, pembenahan arsip perkara in-aktif dan pembenahan
perpustakaan.
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2. Pengawasan bidang keuangan, baik keuangan perkara maupun
anggaran pendapatan dan belanja negara (DIPA) tahun anggaran per
jalan.
3. Pengawasan disiplin pegawai dan bimbingan terhadap Hakim, pejabat
Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam kaitannya dengan
kemampuan teknis yudisiil dan administrasi.
4. Melaksanakan tugas sebagai Ketua BAPERJAKAT.
5. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pengawas Absen.
6. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
c. Hakim-Hakim Pengadilan Negeri Makassar
1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja
jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan dan
pengorganisasiannya.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang-bidang tertentu
yang telah ditentukan dan melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi
dan tehnis yustisial.
4. Menetapkan hari sidang.
5. Menetapkan sita jaminan.
6. Mengadakan pemeriksaan setempat.
7. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis.
8. Menyiapkan konsep putusan secara lengkap untuk diucapkan.
9. Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
10. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala keputusan
permasalahan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi/
Mahkamah Agung.
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11. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang
Kepegawaian dan Umum.
12. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Absen.
13. Melaksanakan tugas sebagai anggota BAPERJAKAT.
14. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Hukum.
15. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Pidana.
16. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas  dan Pengamat
(KIMWASMAT).
17. Melaksanakan tugas sebagai HUMAS  pada Pengadilan Negeri
Makassar.
18. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang Perdata.
d. Panitera atau Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja
jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakannya serta
pengorganisasiannya.
2. Memimpin Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri dan
bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bidang administrasi
perkara dan administrasi umum.
3. Menerbitkan SPM sebagai Kuasa pengguna anggaran didasarkan
pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA.
4. Melaksanakan pembayaran tagihan atas beban belanja negara
melalui SMP.LS yang disampaikan kepada KPPN,dengan dilengkapi
bukti-bukti asli.
5. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara putusan,
dokumen, buku daftar, buku jurnal, buku register, dan surat-surat
atau dokumen lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
61
6. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan
perkara, keuangan rutin dan keuangan titipan pihak ketiga
(Consinatie).
7. Mengatur pembagian tugas bagi Pejabat Kepaniteraan,
Kesekretariatan, Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.
8. Membuat salinan Putusan/ Penetapan.
9. Menandatangani salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan Negeri dan
surat-surat lain yang menjadi wewenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
10. Membuat dan menandatangani akta:
 Pernyataan permohonan (Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali) dan Akta Pencabutan (Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali).
 Pemberitahuan pernyataan permohonan banding, kasasi dan
peninjauan kembali dan pemberitahuan untuk inzage.
 Penerimaan memori, kontra memori: banding, kasasi dan
peninjauan kembali.
 Penyampaian memori kontra memori: banding, kasasi dan
peninjauan kembali.
 Pemberitahuan putusan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
11. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan
peninjauan kembali dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
12. Melaksanakan sita jaminan, sita eksekusi.
13. Melaksanakan isi putusan yang dimohonkan eksekusi dan
melaporkan pada Ketua Pengadilan Negeri Makassar.
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14. Mendistribusikannya surat-surat yang telah didisposisi Ketua
Pengadilan kepada unit pelaksana.
15. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pimpinan.
16. Melaksanakan tugas sebagai Anggota BAPERJAKAT.
17. Melaksanakan tugas sebagai Anggota Tim Pengawas Absen.
18. Menunjuk Panitera Pengganti untuk melaksanakan persidangan
secara bergantian.
19. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
e. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar
1. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja
jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakannya serta
pengorganisasiannya.
2. Melaksanakan delegasi wewenang Panitera.
3. Membantu Panitera dalam penyelenggaraan administrasi perkara.
4. Melaksanakan tugas Panitera jika Panitera berhalangan.
5. Melaksanakan sita jaminan (CB) eksekusi putusan perkara yang
diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang
ditentukan apabila Panitera berhalangan.
6. Membuat dan menandatangani akta apabila Panitera berhalangan:
a. Pernyataan Permohonan (Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Keembali) dan Akta Pencabutan (Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali).
b. Pemberitahuan pernyataan permohonan Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali dan pemberitahuan untuk Inzage.
c. Penerimaan memori, kontra memori: Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali.
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d. Penyampaian memori, kontra memori: Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali.
e. Pemberitahuan putusan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
f. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar
1. Mencatat setiap data perkembangan perkara yang disidangkan pada
agenda (Court Calendar Panitera Pengganti).
2. Membantu Hakim dalam persidangan dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan.
3. Membantu Hakim dalam hal.
4. Membantu penetapan hari sidang.
5. Membantu berita acara persidangan yang harus selesai sebelum hari
sidang berikutnya.
6. Mengetik putusan/penetapan.
7. Melaporkan perkembangan perkara kepada meja II (petugas register)
setiap kali selesai sidang, untuk dicatat dalam register perkara hal-hal
sebagai berikut.
8. Perubahan hari sidang dan alasannya.
9. Perkara yang sudah diputus berikut amarnya.
10. Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan
Hakim Ketua Majelis, serta asli putusan/ penetapan.
11. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila telah
selesai diminutasi.
12. Melaksanakan tugas lain di bidang perkara yang diberikan Panitera
dan Panitera Muda.
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B. Pengajuan Gugatan Class Action Di Pengadilan Negeri Dapat Mewujudkan
Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan
Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2004 Tentang kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu
para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan
dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya
ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu berupa
peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
Dasar pengajuan gugatan class action pertama kali dikeluarkan sejak di
berlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sejak diberlakukannya Undang-undang
tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2002 Tentang Gugatan
Perwakilan Kelompok, sejak di keluarkannya PERMA ini menjadi tonggak baru
dalam system peradilan di Indonesia. Gugatan class action bisa menjadi
alternative system hukum yang dapat dipakai untuk penyelesaian perkara, akan
tetapi PERMA RI No. 1 tahun 2002 belum menjelaskan perkara apa saja yang
boleh di ajukan dengan mekanisme class action, apakah semua jenis gugatan bisa
di terapkan dengan mekanisme class action.
Dalam pengajuan gugatan class action sebagaimana diatur dalam
PERMA RI No.1 tahun 2002 Bab II Pasal 2 yaitu gugatan dapat diajukan dengan
mempergunakan tata cara gugatan class action apabila :
a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan
efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-
sama dalam satu gugatan;
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b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang
digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di
antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;1
Analisa penulis terhadap ketentuan PERMA RI No 1 tahun 2002 dengan
pelaksanaan di pengadilan negeri dimana dalam hal ini penulis mengambil studi
kasus terhadap perkara No. 170/Pdt..G/2006/PN. Mks diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2006.
Masing-masing pihak dalam perkara perdata :
Lembaga Investigasi dan Monitoring (LIMIT) yang berkantor di jalan
Musang II No.4 Makassar yang selanjutnya disebut penggugat.
Kemudian mengajukan gugatan terhadap :
1. Suwandhy Ho, umur 48 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jl. Somba opu
No.41 Makassar
Selanjutnya disebut Tergugat 1
2. Kantor dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar yang
beralamat di Jl. Rappocini Raya No. 219 Makassar
Selanjutnya disebut Tergugat II
3. Asosiasi Pedagang Emas Makassar yang beralamat di Jl. Somba Opu
(Toko Emas Paris)
Selanjutnya disebut Tergugat III
Ketiganya disebut Para Tergugat
Bahwa adapun Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat
yang didasari dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab IX
1Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005), hal. 3.
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Pasal 1653, 1654, & 1655 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.1 tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
Bahwa duduk perkara dalam perkara No. 170/Pdt..G/2006/PN. Mks
adalah penggugat meyakini bahwa para tergugat telah melakukan pelanggaran
konsumen dimana kadar emas yang diberikan kepada konsumen itu tidak sesuai
dengan harga pembelian sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen,
atas hal ini penggugat telah melaporkan kasus pelanggaran tersebut dan telah
diadili di Pengadilan Negeri Makassar dan dijatuhi hukuman dalam perkara
No.434/Pid.B/2006/PN.Mks yang diputus pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2006.
Adapun amar putusannya dengan intinya menghukum Suwandhy Ho
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
Perlindungan Konsumen dengan Pidana Penjara 6 bulan, terdakwa tidak akan
menjalani penjara tersebut kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan
hakim terdakwa melakukan Tindak pidana yang sah dan berkekuatan hukum tetap
sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
Dalam upayanya untuk menuntut keadilan konsumen memiliki sejumlah
alternatif penyelesaian masalah, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Salah
satu cara penyelesaian masalah perlindungan konsumen di luar pengadilan adalah
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Menurut pasal 49 ayat
1 (satu) Undang-undang Perlindungan Konsumen, pemerintah membentuk BPSK
di tingkat II untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BPSK menjalankan
fungsinya sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter berdasarkan pasal 49,  pasal
50, dan pasal 54 ayat 1 (satu) Undang-undang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 2
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desemeber 2001 tentang Pelaksanaan Tugas
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dan Wewenang BPSK. Pasal 4 ayat 2 (dua) SK Memperindag ini mengatur bahwa
penyelesaian sengketa oleh BPSK ini didasarkan pada pilihan bebas para pihak.
Dalam rangka menuntut keadilan di hadapan pengadilan atas kerugian
yang diakibatkan oleh pelaku usaha, tersedia tiga cara menggugat bagi konsumen,
yaitu 1) konsumen menggugat sendiri secara langsung ke pengadilan, b)
menggugat secara class action, dan 3) menggugat secara legal standing.
Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Muhammad Damis,
SH.,MH bahwa dalam hal pengajuan gugatan dengan mekanisme gugatan class
action haruslah dijelaskan terkait peran masing-masing pihak, sebagai wakil
kelompok, sehingga gugatan tersebut jelas dan tidak kabur, Lebih lanjut, beliau
menambahkan kalau prosedur pengajuan gugatan class action itu sama proses
dengan perkara biasa yaitu masukkan gugatan dan registrasi setelah itu diperiksa
dan diatur jadwal persidangan.2 Keterangan hakim dilandaskan dari PERMA RI
No. 1 Tahun 2002  pasal 3 yaitu :
Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan
sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan
perwakilan kelompok harus memuat :
a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan
nama anggota kelompok satu persatu;
c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan
dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
2Muhammad Damis, SH.,MH (52 tahun), hakim PN Kelas I Makassar, wawancara pada
tanggal 28 mei 2014.
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d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota
kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang
dikemukakan secara jelas dan terinci;
e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian
kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan
kerugian yang berbeda;
f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas
dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian
ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan
tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar
pendistribusian ganti kerugian.3
Bahwa gugatan class action merupakan mekanisme gugatan yang sangat
mudah karena pengajuan gugatan secara class action tidak berbelit dan
membutuhkan waktu lama dibandingkan dengan model gugatan biasa yang jika
korbannya mencapai ratusan bahkan ribuan akan memakan waktu yang sangat
lama dan pihak pengadilan akan kewalahan dalam mengatur berkas dan jadwal
sidang masing-masing pihak, sedangkan dengan model class action para pihak
yang merasa dirugikan itu cukup diwakili beberapa orang saja.
C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Yang Digugat Dengan Class
Action Dapat Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan
Dalam penjatuhan putusan oleh hakim itu sangat bervariasi, bisa
menolak seluruh gugatan, dapat juga mengabulkan gugatan sebagian atau
seluruhnya dan dapan juga menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005), hal. 4.
69
Jika masalah tersebut dikaitkan dengan gugatan class action maka
sepanjang putusan menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat
diterima, itu tidak akan menimbulkan masalah. Akan tetapi, apabila putusan
mengabulkan gugatan berkenaan dengan ganti rugi, diperlukan perumusan amar
putusan yang lebih khusus dan teknis dibanding perkara biasa. Sehubungan
dengan hal itu, pasal 9 PERMA telah memberikan pedoman kepada hakim,
bagaimana merumuskan amar putusan atas pengabulan tuntutan ganti rugi,
sebagai berikut :
Pasal 9
“Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti
rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak,
mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh
oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya
kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.”4
Kemudian penulis mencoba uraikan :
1. Wajib dengan jelas dan pasti merumuskan jumlah ganti rugi dengan rinci,
secara invidual terhadap korban dan kerugian untuk kepentingan
komunitas atau kolektif yang mengalami dampak kerusakan sebagai biaya
pemulihan (jika ada)
2. Penentuan kelompok dan subkelompok yang berhak atas ganti rugi,
3. Amar yang mengatur mekanisme pendistribusian kepada anggota
kelompok meliputi perumusan tentang, pertama ; langkah-langkah yang
wajib ditempuh dalam pendistribusian ganti rugi kepada anggota
kelompok, oleh wakil kelompok. Kedua ; cara yang wajib ditempuh wakil
4Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia (Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005), hal. 5
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kelompok menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pendistribusian
kepada anggota kelompok. Mengenai bentuk ganti rugi yang dapat
dikabulkan, tergantung pada kasus perkara gugatan class action yang
bersangkutan.
Dalam pelaksanaan putusan di Pengadilan Negeri Makassar dengan
Nomor Perkara 434/Pid.B/2006/PN.Mks yang diputus pada hari Senin, tanggal 29
Mei 2006, mengadili bahwa dalam pokok perkara “menyatakan gugatan
penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); dan menghukum
penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga
ditaksir sebesar Rp. 259.000,-(dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
Diputus pada hari kamis, tanggal 16 November 2006 oleh ERWIN M MALAU,
SH.MH  sebagai hakim ketua sidang NURDIYATMI, SH dan DWI HARI
SULISMAWATI, SH sebagai hakim-hakim anggota yang diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 22 november 2006.
Analisa penulis terhadap pelaksanaan putusan oleh hakim :
Setelah mempelajari dengan saksama putusan dan pertimbangan hakim
dalam mengadili penulis berpandangan dapat diterimanya atau tidak gugatan
dengan tata cara class action, disamping telah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan pada pasal 2 dan 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, juga perlu
dipertimbangkan, pertama ; apakah persyaratan numerousity jumlah anggota kelas
yang banyak telah berhasil digambarkan sebagai kelompok atau tidak.( hal yang
perlu diperhatikan tidak saja tentang adanya kerugian yang berbeda akan tetapi
juga cara timbulnya kerugian yang berbeda). Kedua ; apakah “permasalahan yang
sama” yang menjadi dasar gugatan, diantara anggota kelas lebih dominan daripada
permasalahan individu. Ketiga ; apakah penggunaan tata cara class action pada
perkara bersangkutan, lebih tepat dibandingkan dengan cara lain yang tersedia
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seperti gabungan gugatan joinder, atau bahkan gugatan invidual. Keempat ;
apakah gugatan class action yang diajukan pantas untuk diajukan, bukan
merupakan rekayasa dari wakil kelas penggugat atau kuasanya. Kelima ; apakah
dengan penerapan gugatan secara class action, telah terpenuhi tujuan tiga
kebijakan class action, yaitu peradilan yang ekonomis, akses kepada keadilan dan
perbaikan perilaku.5
Bahwa dari formulasi gugatan yang diajukan Lembaga Investigasi Dan
Monitoring (LIMIT) dan berdasarkan dari duduk perkara penulis mengambil
kesimpulan bahwa gugatan yang seharusnya diajukan pihak penggugat itu Legal
Standing bukan Class Action, disinilah letak peran pengadilan untuk memperbaiki
rumusan gugatan penggugat agar proses persidangan tidak percuma. Bahwa di
dalam perihal gugatan LIMIT tercantum gugatan Play Eksen yang mendasarkan
gugatannya berdasarkan PERMA RI No.1 tahun 2002 Tentang Acara Perwakilan
Kelompok. Seharusnya hakim memberi nasehat kepada para penggugat agar tidak
terjadi kekeliruan dalam gugatannya supaya penggugat dapat memperbaiki bentuk
gugatannya terlebih dahulu hal ini diatur dalam pasal 5 ayat (2).
Bahwa  sebenarnya kewenangan hakim memberi nasehat, tidak hanya
dalam proses gugatan class action. Pasal 119 HIR sendiri telah menegaskan itu,
bahwa Ketua Pengadilan Negeri berwenang memberi nasehat dan pertolongan
kepada penggugat atau tergugat maupun kepada kuasa tentang hal yang berkenaan
dengan mengajukan gugatan, apakah gugatan itu telah memenuhi syarat formil
atau tidak.
Ketentuan inipun sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-
undang Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang dalam
5Susanti Adi Nugroho, Class Action & Perbandingannya dengan Negara Lain (Jakarta
: kencana, 2010), h. 135.
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pasal 5 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang
menegaskan, bahwa didalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari
keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Menurut penuturan hakim Muhammad Damis, SH.,MH terkait dengan
perkara class action, bahwa dalam hal pelaksanaan putusan terkait class action
haruslah cermat, karena dalam formulasi gugatan dan orang yang terlibat di
dalamnya sangat banyak, akan tetapi dalam kasus yang diajukan LIMIT sebagai
LSM tidak memiliki landasan hukum dan gugatannya kabur, mereka tidak
menjelaskan tentang kelompok mana yang mereka wakili dan
pertanggungjawabannya pun sama sekali mereka tak cantumkan dalam formulasi
gugatannya. Hakim telah mencoba memberikan masukan namun hanya sebatas
syarat formil sedangkan untuk materil tidak. Lebih lanjut, berkaitan dengan
pelaksanaan  asas sederhana, cepat dan biaya ringan bahwa kami hakim
sebenarnya ada limit waktu itu, dengan acuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
(SEMA) No.6 Tahun 1992 dimana proses penyelesaian seluruh jenis perkara itu
harus selesai dalam waktu 6 bulan, kecuali dalam hal perkara niaga, tuturnya. 6
D. Efektifitas Dan Efisiensi Gugatan Class Action Di PN Makassar
Berdasarkan identifikasi dan evaluasi terhadap argument prosedur
gugatan class action berdasarkan bukti-bukti empiris yang dilakukan oleh Ontario
Law Reform Commision dengan menggunakan pendekatan “benefits and costs”,
terdapat tiga tujuan yang dianggap keuntungan yang melekat pada class action.
6Muhammad Damis, SH.,MH (52 tahun), Hakim PN Kelas I Makassar, wawancara
pada tanggal 28 mei 2014.
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Yakni “judicial economy (efficiency)”, “increased acces to the courts (justice)”
dan “modification of the behavior of actual or potential wrongdoers”.7
1. Penghematan atau Efisiensi Peradilan (Judicial Economy)
Dalam hal ini class action dianggap menguntungkan, baik para pihak
maupun system peradilan (judicial system) dengan mengurangi jumlah
keseluruhan litigasi dan arena itu keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan sengketa dari perilaku salah yang bersifat massif (mass wrongs).
Apabila prosedur gugatan class action tidak ada, maka sebagian besar dari
gugatan-gugatan itu dilitigasikan secara individual, yang menggiring pada
duplikasi dan proses pemeriksaan yang mahal (cosly hearing), paling tidak dalam
situasi dimana terlalu banyaknya penggugat yang potensial dengan mudah
melakukan joinder.
Penghematan peradilan ini lebih popular diungkapkan sebagai efisiensi
ekonomi (economic efficiency). Sebagaimana juga diungkapkan oleh Jack B.
Weinstein bahwa “efficiency is a worthy goal”. Ia mengemukakan sehubungan
dengan opini-opini dalam kasus “agent orange, DES, asbestos, carpal tunnel
syndrome” yang para pihaknya mencapai ratusan bahkan ribuan orang dan telah
menimbulkan beban berat bagi para pihak, pengacara, dan pengadilan.8
Disamping beban berat, inefisiensi itu muncul karena pengadilan harus melayani
semua pihak untuk melakukan konsul secara individual.
Berdasarkan pendekatan tersebut, penghematan peradilan dengan
menerapkan prosedur gugatan class action tidak dapat diingkari. Sekaligus
7Ontarion Law Reform Commossion, h.117, lihat juga Gary D. Watson, “class action
the Canadian experience” dalam Duke Journal Compattive & International Law. Vol.11,
spring/summer 2001, No.2, http://www.law.duke.edu/journal/djcil/.
8Jack B. Weinstein, Compensating Large Numbers of People for Inflicted Harms,
dalam Duke Journal Compattive & International Law. Vol.11, spring/summer 2001, No.2,
http://www.law.duke.edu/journal/djcil/. hal 4
74
menunjukkan kelebihan menerapkan gugatan class action dibandingkan dengan
pola-pola gugatan individual atau joinder.
2. Akses Pada Pengadilan (Acces to the Court/Justice)
Berkembang anggapan baru bahwa potensi lain disamping penghematan
peradilan adalah gugatan class action memberikan “akses pada pengadilan” bagi
orang-orang yang dirugikan (aggrieved person) sebagai akibat dari mass tort
(jenis lain dari mass wrong).
Akses pada pengadilan ini berkaitan dengan berbagai halangan
(barriers) yang secara sosiologis bisa muncul pada orang-orang yang dirugikan
untuk membawa perkaranya ke pengadilan. Di antaranya adalah “halangan-
halangan ekonomi untuk menuntut ganti rugi” (economic barriers to redress), dan
“halangan_halangan psikologis dan social untuk menuntut ganti rugi” (social and
psychological barriers to redress).9
Mengenai fakta adanya halangan ekonomi dapat digambarkan dalam
banyak keadaan (keseluruhan biaya perkara)10 dengan basis individu, dapat
melampaui nilai atau besarnya gugatan setidaknya besar nilai kompensasi yang
diterima penggugat. Inilah yang kemudian menjadi pertimbangan secara ekonomi
dapat dikatakan tidak rasional untuk mengajukan tuntutan/gugatan.
Dalam area securities law, orang Amerika mengestimasikan besarnya
tuntutan yang diperlukan untuk menjamin litigasi individu bervariasi disekitar
$2000, namun jika sampai ke meja pengadilan dapat mencapai $10.000. dalam
9Ontarion Law Reform Commossion, h.122-128, lihat juga Gary D. Watson, “class
action the Canadian experience” dalam Duke Journal Compattive & International Law. Vol.11,
spring/summer 2001, No.2, http://www.law.duke.edu/journal/djcil/.
10“Contingency fee arrangements” tidak dikenal di Eropa. Litigasi untuk kepentingan
umum atau kolektif disusun dalam dua kategori. Pertama, “public funding” atas asosiasi dan
lawyers mereka, juga tidak ada biaya untuk litigasi demi kepentingan public. Kedua, pendanaan
“via the market” atau tindakan melalui “the european rule of costs” (the loser pays principle).
(Herald Koach, “Non Class Action Group Llitigation Under EU and German Law”, dalam Duke
Journal of Comparative & International Law, vol.11, Spring/Summer 2001, no.2, hal.366).
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studi non empiris, sebagian besar lawyer yang menspesialisasikan pada securities
law itu tidak akan membawa gugatan soal insider trading, kecuali besarnya
gugatan minimal $100.000.11
Sebagai perbandingan dalam litigasi di pengadilan-pengadilan Indonesia,
proses persidangan terjadi beberapa kali : pengajuan gugatan, jawaban, replik,
duplik, pembuktian, pembacaan/penyampaian kesimpulan masing-masing pihak,
dan putusan. Bagi gugatan ganti kerugian yang nilainya sangat kecil, misal Rp.
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya perkara yang harus dikeluarkan
mulai biaya pengadilan sampai honor advokat dapat mencapai separuhnya.
Bahkan bisa lebih dari nilai itu, tergantung dari jenis perkaranya dan advokat yang
menanganinya serta kemungkinan social cost yang signifikan.12
Jumlah gugatan yang jauh lebih kecil dari itu masih bisa feasible dalam
penerapan prosedur gugatan class action. Dalam kasus padamnya listrik tanggal
13 April 1997 misalnya, besarnya kerugian yang dimintakan ganti rugi masing-
masing (1) untuk penggugat pribadi13 sebesar Rp. 964.000,00 (Sembilan ratus
enam puluh empat ribu  rupiah) untuk ganti rugi materiil, dan Rp. 500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) untuk ganti rugi inmateriil. Disamping itu, untuk
penggugat yang diwakilinya (masyarakat konsumen listrik) masing-masing hanya
sebesar Rp. 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah) untuk ganti rugi
11“Contingency fee arrangements” tidak dikenal di Eropa. Litigasi untuk kepentingan
umum atau kolektif disusun dalam dua kategori. Pertama, “public funding” atas asosiasi dan
lawyers mereka, juga tidak ada biaya untuk litigasi demi kepentingan public. Kedua, pendanaan
“via the market” atau tindakan melalui “the european rule of costs” (the loser pays principle).
(Herald Koach, “Non Class Action Group Llitigation Under EU and German Law”, dalam Duke
Journal of Comparative & International Law, vol.11, Spring/Summer 2001, no.2, hal.366).
12Di Indonesia, biaya advokat baik honor (fees) maupun dana-dana lainnya terdapat
“rezim bebas”, tidak ada standar umum rata-rata. Tetapi yang jelas, ada perbedaan antara yang
solo, law firm besar (mega lawyring), dan bantuan-bantuan hukum yang belum ternama atau
social.
13Penggugat pribadi dalam hal ini adalah tini Hadad & Huzna Zahir, yang masing-
masing sebagai ketua dan sekretaris Badan Pengurus Harian YLKI, yang bertindak untuk diri
sendiri dan sekaligus masyarakat konsumen listrik korban padamnya listrik 13 April 1997.
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materiil, dan tidak lebih randah dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk
ganti rugi inmateriil.
Dalam konteks halangan-halangan psikologis dan social pada terdapat
sejumlah halangan nonekonomi yang dapat melindungi orang-orang yang
menimbulkan kerugian (an injured person) dari tuntutan kompensasi melalui cara-
cara litigasi. Pertama, ketidaktahuan korban terhadap adanya hak-hak hukum
substantive atau lembaga hukum yang dapat membantu menegakkan hak-hak itu.
Kedua, halangan pada efektifitas penegakan hak-hak hukum yang ada, yakni
ketika kerugian-kerugian yang signifikan itu muncul tanpa diketahui oleh korban.
14Misalnya, dalam hal surat saham, (securities), rata-rata investor tidak memiliki
kemampuan yang canggih untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran
terhadap hukum pasar modal. Ketidaktahuannya itu pada kenyataannya
mengakibatkan kerugian financial. Juga dalam kasus korban menderita akibat
kelambatan penanganan dalam terjadinya efek sampingan obat-obatan berbahaya
tanpa adanya bantuan ahli.
Halangan lebih jauh untuk menuntut ganti rugi ketika penggugat gagal
mengajukan gugatan disebabkan teralienasi atau takut terlibat dalam proses-proses
hukum. Masalah ini dapat terjadi dalam kasus seseorang yang harapan-
harapannya dibentuk oleh pengalaman-pengalaman terhadap system peradilan
yang kurang dapat dipercaya (less reliable).15
14Ontarion Law Reform Commossion, h.127, lihat juga Gary D. Watson, “class action
the Canadian experience” dalam Duke Journal Compattive & International Law. Vol.11,
spring/summer 2001, No.2, http://www.law.duke.edu/journal/djcil/.
15Ontarion Law Reform Commossion, h.127, lihat juga Gary D. Watson, “class action
the Canadian experience” dalam Duke Journal Compattive & International Law. Vol.11,
spring/summer 2001, No.2, http://www.law.duke.edu/journal/djcil/.
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3. Perubahan Perilaku (Modification of Behaviour)
Fungsi penting lain dari gugatan class ation termasuk semua jenis
litigasi perdata adalah untuk mengubah perilaku yang tidak pantas (inappropriate
behavior) dari pihak tergugat. Potensi litigasi perdata untuk mengubah perilaku
buruk, paling nyata dalam hal putusan pengadilan yang berupa perintah pada
tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Tipe ini
tidak secara langsung memberikan keuntungan uang kepada para penggugat.
Namun, lebih berwujud tekanan pada tergugat untuk mengubah perilaku mereka
sesuai dengan putusan tersebut, yang acapkali disebut “injuction”, dalam cara-
cara yang menguntungkan penggugat.
Proses-proses yang berujung kompensasi pada pihak yang dirugikan dan
diharapkan dapat mengubah perilaku disebut sebagai “cost internalization”.
“intrenalisasi” tersebut mengingatkan pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan
tergugat atas aktivitas-aktivitasnya terhadap penggugat yang akhirnya dapat
mempengaruhi perilaku tergugat melalui mekanisme pasar, sehingga dapat
meminimalisasi kerugian pada masyarakat. 16
Hal ini acapkali terjadi dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan
hidup, seperti polusi industry. Sebagai misal, untuk menghindari kompensasi atas
kerugian yang diderita korban atau perusakan lingkungan, maka tergugat
menjalankan korporasinya dengan mekanisme-mekanisme seperti : pengadaan
instalasi pengontrol polusi, water treatment dsb. Meskipun pengadaan instalasi itu
mempengaruhi biaya produksi (cost of product) tetapi konsumen berada dalam
posisi yang lebih baik.
16Ontarion Law Reform Commossion, h.127, lihat juga Gary D. Watson, “class action
the Canadian experience” dalam Duke Journal Compattive & International Law. Vol.11,
spring/summer 2001, No.2, http://www.law.duke.edu/journal/djcil/
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Gugatan class action dapat memberi kekuatan tambahan atau member
kemungkinan untuk pencapaian perubahan perilaku dari tergugat disebabkan
potensinya untuk mengatasi halangan-halangan ekonomi dan halangan lain dalam
litigasi. Halangan ini tidak dapat diatasi dengan mengandalkan gugatan biasa.
Sebagai contoh, jika gugatan class action tidak ada, maka secara individual hanya
tuntutan yang berhubungan dengan kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi
(recoverable claims) yang secara rasional dapat dilitigasi atau diajukan gugatan.
Tergugat yang menyebabkan kerugian itu tidak dapat dilitigasi atau digugat
apabila tuntutannya yang secara individual.
Bahwa berdasarkan wawancara hakim Muhammad Damis, SH.,MH
mengatakan kalau efektif atau tidaknya satu gugatan itu tergantung dari jumlah
orang yang terlibat di dalamnya, selain itu jumlah kerugian yang di derita oleh
para penggugat. Dalam hal banyaknya orang yang terlibat di dalam satu perkara,
maka hal tersulit yang biasa dihadapi adalah proses pemanggilan para saksi, lain
lagi apabila saksi itu diluar daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka hal
itu akan mengakibatkan proses yang lebih lama lagi karena pengadilan negeri
Makassar terlebih dahulu menyurat ke Pengadilan dimana pihak saksi berdomisili.
Menurutnya, class action sangat efektif dan efisien dilakukan apabila jumlah
orang yang terlibat itu sangat banyak, hal ini akan sangat membantu para pihak
dan lembaga peradilan untuk mempercepat penyelesaian perkara karena tidak ada
antrian silih berganti yang apabila gugatannya diajukan dengan gugatan biasa. Ini
juga sejalan dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan seperti yang
diamanahkan konstitusi kita. 17
Bahwa berdasarkan penuturan bapak Mustari.,SH, salah seorang staf
bagian hukum di pengadilan Negeri Makassar, bahwa dari 100 gugatan perdata
17 Muhammad Damis, SH.,MH (52 tahun), Hakim PN Kelas I Makassar, wawancara
pada tanggal 28 mei 2014.
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yang diajukan masyarakat maupun organisasi mereka yang menggunakan
mekanisme gugatan class action mungkin hanya 1.18 Dari penuturan tersebut
penulis berpendapat bahwa mekanisme gugatan class action belum begitu dikenal
oleh masyarakat Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya.
Padahal jika kita bandingkan dengan Negara-negara Eropa maupun Amerika
dimana mereka telah mengenal gugatan class action lebih dari seabad yang lalu.
Hal ini membuktikan bahwa system hukum kita masih sangat tertinggal jauh dari
Negara-negara Eropa dan Amerika.






Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai
Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Kasus Gugatan
Class Action (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar), maka oleh penulis
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengajuan gugatan class action di Pengadilan Negeri Makassar itu memiliki
tata cara yang sama dengan pengajuan gugatan biasa dan sederhana. Cepat
dan lambatnya suatu perkara itu tergantung dari infrastruktur Pengadilan
tempat diajukannya gugatan serta jumlah orang dan wilayah yang menjadi
objek dalam gugatan tersebut. Gugatan class action terbukti mampu
mewujudkan biaya ringan dalam hal berperkara di Pengadilan.
2. Pelaksanaan putusan dengan mekanisme class action dapat mewujudkan asas
cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam gugatan class action oleh Lembaga
Investigasi dan Monitoring (LIMIT), terkait penggunaan gugatan class action
yang diajukan oleh LIMIT tidak efektif karena formulasi gugatannya cacat
formil sehingga gugatan tidak dapat diterima. Akan tetapi gugatan tersebut
tidak efisien akibat tidak diterimanya gugatan tersebut.
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B. Implikasi Penelitian
1. Sebagai Negara hukum sesuai dengan amanah konstitusi seharusnya
Negara menyediakan infrastruktur Pengadilan yang lengkap dan
berkualitas diseluruh wilayah Indonesia untuk menunjang pengadilan
yang adil guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Kepada para pihak sebaiknya sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan
terlebih dahulu memahami dengan saksama mekanisme atau formulasi
gugatan yang akan dipakai sehingga apa yang diharapkan dalam
pengajuan gugatan tersebut tidak percuma.
82
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum Edisi II, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008
Syahrani, Ridwan, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung, citra Aditya Bakti,
2000
Madzkur, Muhammad Salam, alih bahasa Imron AM, Peradilan dalam Islam,
Surabaya
: Pt Bina Ilmu, 1990
Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Bandung : CV Diponegoro, 2000
Hudharabik alih bahasa oleh Muhammad Zuhri, Tarikh Al-Tasri’ (Sejarah Pembinaan
Hukum Islam), Semarang : Darul Ihya, 1980
As-Sayyid Saabiq Alih bahasa Mudzakir Aaz, Fikih Sunnah Jilid 14, Bandung : al-
Ma’arif , 1986
Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah, Jakarta : PT
Bulan Bintang, 1971
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III; Jakarta :
Balai Pustaka, 1990
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia Cetakan I
Liberty,Yogyakarta, 1993
Prinst, Darwan, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya
Bakti Bandung, 1996
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St.Paul
Minnesota, tahun 1991
Kupchela & Hyland (1986:549) sebagaimana disadur oleh E. Sundari dalam
“Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Suatu Studi Perbandingan &
Penerapannya di Indonesia”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002
83
Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung : PT
Alumni,1992
Arto, A. Mukti,Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan
Perdata di Indonesia), Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001
Harahap, M.Yahya,Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-
undang No 7 Tahun 1989), Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2003
Makarao, Moh. Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta : PT Rineka
Cipta, 2004
John J. Cound cs, Civil Procedure: Cases And Materials., St. Paul Minn: West
Publisihing, 1985
Sime, Stuart, A Practikal Approach to Civil Procedure, London, Blackstone Press
Report Ontario, Report On Class Action loc, Ministry Of Attorney General, Volume I,
1982
Whitehead, Alfred N., Science Philosophy, New York: Philosophical Library, 1948
Gustav Weigel S.J. dan Arthur G. Madden, Knowledge : Its Values and Limits,
Englewood Cliffs; N.J.: Pretince-Hall, 1961
Randall, Jhon Herman, dan Justus Buchler, Philosophy: An Introduction, New York:
Barnes & Noble, 1969
A. Titus, Harold, Living Issues in Philosophy, New York: 1959
Sutantio, Retnowulan S.H., Iskandar Oeripkartawinata, S.H., Hukum Acara Perdata
Dalam Teori dan Praktek, cet. VI, Bandung:Mandar Maju, 1989
Rivai, Veithzal. 2003, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (edisi 1)., Jakarta:
Rajawali Press, 2003
Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2007
The Liang Gie.. Ensiklopedia Administrasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
Santosa Achmad., Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan, Jakarta, LPHLI, 1997
Ahmad, Ansori, Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia, Cv. Rajawali, Jakarta,
1986
84
Adi Nugroho, Susanti, Class Action  dan Perbandingan dengan Negara Lain,
Kencana, Jakarta, 2010.
Klonoff, Robert, H, Class Action and Other Multy-Party Litigation, penerbit St. Paul
Minn, 1999.
Lotulung , Efendi, Dalam lokakarya mengenai class action, Kompas, 23 Maret 1998.
Hansler , Deborah, R., Revisiting the Monster: New Myths and Realities of Class
Action and Other Large Scale Litigation,  2001.
Yuntho , Emerson, Class Action Sebuah Pengantar, Jakarta, 2005.
Marwan, M. dan P, Jimmy , KAMUS HUKUM, Surabaya, 2009.
Allaby , Michael, Dictionary of The environment, The Mac Millan Press, London,
1979.
Marzuki, Peter, Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Ali, Zainuddin, Metode penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Purwadi, Hari, Gugatan Kelompok (Class Action) di Indonesia, Kita Press, 2007.
RIWAYAT HIDUP
Andi Anas Chaerul M, lahir pada hari
Ahad tanggal 11 April 1993 di Kabupaten
Jeneponto, Sulawesi Selatan. Merupakan anak
kedua dari 4 bersaudara , dari pasangan Bapak
Drs. Muh. Abidin, MM. dan Ibu Nurjiwati M,
S.Pd.
Jenjang pendidikan ditempuh mulai dari TK di Jeneponto, dilanjutkan ke
SDN Unggulan Centre Benteng II Kabupaten Kep. Selayar tamat pada tahun
2004, dilanjutkan ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri I Bontoramba,
Kabupaten Jeneponto tamat pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan
sekolah ketingkat menengah atas di SMA Negeri 1 Benteng, Kabupaten Kep.
Selayar tamat pada 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang
perguruan tinggi tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Pada
Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum.
